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ABSTRAK 
 
 
Lucius Sunarno, S.310907009. 2009. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PELEMBAGAAN  MEDIASI  DALAM PROSES PERADILAN MELALUI 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 01 TAHUN 2008 
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM 
MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA MEDIASI (Studi 
Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro) 
Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan 
pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam 
Menyelesaikan Sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak berhasilnya 
implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi 
di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga mediasi di 
Pengadilan Negeri Bojonegoro.  
            Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal, 
sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian  yang deskriptif kualitatif 
yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin dengan mendiskripsikan 
pelaksanaan pelembagaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor 01 Tahun 2008 sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan 
Negeri Bojonegoro. Konsep hukum yang digunakan adalah konsep hukum ke- 5 
yakni hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial 
sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Lokasi penelitian di Pengadilan 
Negeri Bojonegoro. Sumber datanya berupa data primer diperoleh dari keterangan 
dan penjelasan yang diberikan para responden / nara sumber dan data sekunder 
melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara 
induktif. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik 
interpretasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan 
bahwa implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan tidak 
berhasil. Dari komponen Struktur, karena terbatasnya jumlah hakim mediator 
serta tidak adanya hakim mediator yang pernah mengikuti pendidikan dan  
pelatihan serta bersertifikat, sedangkan dari komponen Kultur, adanya anggapan 
dari masyarakat yang menyatakan bahwa melalui proses mediasi hanya akan 
menambah biaya dan membuang-buang waktu, hal ini dikarenakan mereka 
berprinsip bahwa untuk menyelesaikan sengketa harus melalui persidangan dan 
ada putusan dari pengadilan dan juga sulitnya menghadirkan para pihak prinsipal 
serta kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi lembaga mediasi, sehingga 
masyarakat belum tahu banyak peran lembaga mediasi sebagai lembaga 
penyelesaian sengketa di luar peradilan yang memiliki kekuatan hukum.  
Rekomendasi yang diberikan adalah memberikan dorongan kepada 
masyarakat khususnya para pencari keadilan atau para pihak yang bersengketa 
untuk ikut serta mewujudkan penyelesaian secara damai sebagai jalan pertama 
dan terakhir dengan cara sosialisasi pada masyarakat serta meningkatkan 
kemampuan melalui sosialisasi dan pelatihan bagi hakim maupun lembaga 
penyedia layanan mediasi. 
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ABSTRACT 
 
 
Lucius Sunarno, S.310907009. 2009. IMPLEMENTATION ON POLICY OF 
INSTITUTIONAL MEDIATION IN THE PROCESS OF JUDICATURE 
THROUGH THE RULE OF SUPREME COURT OF REPUBLIC OF 
INDONESIA NUMBER 01 YEAR 2008 ON MEDIATION IN THE COURT IN 
SOLVING DISPUTES THROUGH INSTITUTION OF MEDIATION (A Study 
in Bojonegoro District Court) 
Thesis: Graduate Program University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
 This research is intended to find out the implementation of the policy of 
institutional mediation in the process of judicature through the rule of Supreme 
Court of Republic of Indonesia number 01 year 2008 on mediation in the court in 
solving disputes through institution of mediation in Bojonegoro District Court.               
            This research uses the research of non-doctrinal law, while viewed on its 
nature it belongs to descriptive qualitative one, that is, to present data as detailed 
as possible by describing the execution of instutitional mediation through the rule 
of Supreme Court of Republic of Indonesia number 01 Year 2008 as an 
alternative of dispute solution in Bojonegoro District Court. The law concept used 
in this research is the 5th law concept, that is, law is manifestation of all simbolic 
senses of social behavior as seen in their interaction. The location of the research 
takes places in Bojonegoro District Court. The data source in the form of primary 
data is gained from the information and explonation given by respondents/source 
while secondary data from book survey. Then all the data are collected and 
analyzed inductively. Analysis is done qualitatively by using the technique of 
interpretation.  
Based on the result of the research and discussion, it is concluded that the 
policy implementation of the mediation institution in the judicature process does 
not favourably work out. From the structural component, it is mainly due to limit 
number of the judges as mediators as well as the non-availability of the judges 
who have attended the education and training as certificated mediators. While 
from the cultural component, there is a strong public opinion stating through the 
mediation process it will only sustain a high cost and waste time. It is due to their 
principle that to solve a law suit. It must be through the court and will produce a 
verdict from the court. In addition, it is considered difficult to summon the 
presence of the principal sides as well as lack of socialitation on th task and 
function of the mediation institution which in the end the public has no way of 
knowing the rule of the mediation institution as the institution of lawsuit solution 
outside the court which has the legal power.  
It is therefore recommended that the society, especially the justice searcher 
or the parts in dispute, be encouraged to participate in realizing peaceful solution 
as the first and  last way by socializing to any part as well as to improve the ability 
and training to the judge along with the serving institution of mediation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 dinyatakan dengan 
tegas bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hukum diperlukan 
untuk menegakkan kebenaran dan keadilan karena itu supremasi hukum harus 
ditegakkan. Hukum yang baik dan bermakna adalah yang jika dirumuskan 
dalam perundang-undangan dapat diterima oleh masyarakat, dapat 
menciptakan kesejahteraan, ketertiban dan keadilan serta dapat mendorong 
masyarakat memiliki persepsi bahwa hukum itu dapat dipatuhi dan mampu 
mengatur perilaku masyarakat. Hukum merupakan tumpuan harapan dan 
kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama dan 
merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan yang harus selalu ditegakkan 
dan dipelihara agar terjalin hubungan yang harmonis dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 
 Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa sengketa hanya bisa 
diselesaikan melalui jalur  peradilan, namun pandangan tersebut tidak 
seluruhnya benar. Jalur peradilan bukanlah satu-satunya cara untuk 
menyelesaikan sengketa. Proses beracara di pengadilan adalah proses yang 
membutuhkan biaya dan memakan waktu. Secara konvensional, penyelesaian 
sengketa biasanya dilakukan melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa 
di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang 
bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain), di satu 
pihak sebagai pemenang dan di pihak lain sebagai pihak yang kalah. Pihak 
yang kalah selalu tidak puas dan pada akhirnya mengajukan upaya banding ke 
pengadilan tinggi hingga sampai pada upaya hukum kasasi ke Mahkamah 
Agung. Tidaklah aneh jika kemudian Mahkamah Agung harus menangani 
kasus yang bertumpuk. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan 
menambah jumlah Hakim di Mahkamah Agung karena jumlah perkara yang 
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masuk ke Mahkamah Agung tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah 
untuk menambah jumlah Hakim di Mahkamah Agung.  
  Di samping jalur litigasi, sesuai dengan basis sosio-kultural yang 
dimiliki masyarakat Indonesia, dalam banyak hal orang lebih suka 
mengutamakan musyawarah secara langsung di antara mereka yang 
bersengketa. Jika tidak tercapai kata sepakat, barulah mereka minta bantuan 
pihak lain, misalnya kepala desa, untuk memfasilitasi penyelesaiannya. 
Alternatif penyelesaian di luar jalur peradilan tersebut dikenal dengan istilah 
Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute 
Resolution). Mekanisme alternatif ini  ada beberapa macam, antara lain 
mediasi.  Mediasi adalah suatu proses para pihak yang bersengketa menunjuk 
pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mencari penyelesaian 
sengketa yang timbul. Dalam rangka mengurangi penumpukan perkara di 
pengadilan, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003.  
  Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang 
lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada 
para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi 
rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan 
dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan 
perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga 
pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang 
bersifat memutus (ajudikatif). Ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg. mendorong 
para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan 
dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di 
pengadilan negeri.  
Dinamika perkembangan masyarakat menimbulkan banyak kritik 
yang dilontarkan kepada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa 
melalui ajudikasi. Pada umumnya mereka melakukan kritik karena lambatnya 
proses peradilan, biaya yang mahal dan berbelit-belit. Kenyataan atas kritik 
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yang menganggap bahwa mahalnya biaya berperkara ikut mempengaruhi 
kehidupan perekonomian bukan hanya di negara-negara maju, akan tetapi juga 
di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa 
kritikan yang penting  di antaranya: 1 
1.  Penyelesaian sengketa tidak cepat. 
2.  Biaya berperkara mahal. 
3.  Peradilan pada umumnya tidak  responsif. 
4.  Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.  
5.  Kemampuan Hakim bersifat generalis. 
 
Masih banyak kritik yang dapat dideskripsikan, tetapi deskripsi yang telah 
diuraikan diatas telah dapat memberikan gambaran betapa kompleksnya 
permasalahan yang ada di lembaga peradilan. Kedudukan dan keberadaan 
pengadilan sebagai "presure vulva and the last resort" yaitu sebagai katup 
penekan dan jalan penyelesaian terakhir dalam mencari kebenaran dan 
keadilan. Permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat mengurangi 
kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Sifat formal dan teknis 
lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang 
berlarut-larut sehingga membutuhkan waktu yang lama.  
Sistem peradilan juga diperkirakan tidak akan mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Perkiraan ini didasarkan pada 
fakta-fakta di lapangan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan 
dinilai terlalu bertele-tele, membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien 
bagi kalangan bisnis yang menekankan efisiensi dan efektivitas, selain itu 
putusan pengadilan justru tidak memuaskan para pihak. Asas peradilan 
sederhana, cepat dan biaya ringan hingga kini masih terkesan sebagai slogan 
kosong saja. Kondisi ini kian diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya 
perkara yang menumpuk dan belum terselesaikan di Mahkamah Agung, 
sekalipun ada penurunan dalam skala kecil sebagaimana tampak dalam tabel 
berikut ini: 
 
                                                   
1 Yahya Harahap M,  Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian 
Sengketa, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I, Bandung, 1997, hlm 154-158.  
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Tabel I 
Jumlah Perkara Perdata yang ditangani Mahkamah Agung RI  
Tahun    2006-2008 
Tahun Masuk Putus Belum Putus 
2006   7.825 11.770 12.025 
2007   9.516 10.714 10.827 
2008 11.338 13.885   8.280 
 Sumber : Varia Peradilan No. 281, April, 2009, hlm 14-15.  
 
Demikian pula halnya keadaan jumlah perkara perdata Gugatan di 
Pengadilan Negeri Bojonegoro dari tahun ke tahun cukup meningkat, 
sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini: 
Tabel II 
Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro Tahun 2006-2008 
Tahun Jumah Perkara Gugatan 
aa2006 17 perkara 
2007 27 perkara 
2008 31 perkara 
    Jumlah perkara                                    75 
Sumber : Data dari bagian Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro 
Untuk mengukur kinerja penanganan perkaranya, Mahkamah Agung 
menggunakan dua indikator obyektif yang diakui secara internasional. 
Pertama, adalah rasio penyelesaian perkara (clearance rate) dan Kedua, 
adalah ukuran usia perkara yang tertunggak. Rasio penyelesaian perkara 
adalah ukuran seberapa efektif suatu pengadilan dapat menyelesaikan perkara 
yang diterima. Suatu rasio penyelesaian 100% menunjukkan bahwa 
pengadilan dalam suatu waktu tertentu menyelesaikan perkara sama 
banyaknya dengan jumlah perkara yang diterima, sehingga tidak ada 
perubahan terhadap jumlah perkara yang sedang beredar. Usia perkara yang 
tertunggak akan menunjukkan distribusi usia perkara di antara seluruh perkara 
yang ada dalam peredaran. Ukuran ini penting untuk mengetahui apakah 
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memang terjadi tunggakan pada suatu pengadilan dan seberapa besar skala 
tunggakan tersebut. Pada tahun 2009 Mahkamah Agung secara formal akan 
menetapkan kategori tunggakan perkara, yaitu semua perkara yang telah 
berusia dua tahun sejak perkara di registrasi. Dengan batasan tersebut akan 
menjadi jelas berapa jumlah tunggakan perkara di Mahkamah Agung. 
Dalam rangka mengantisipasi penumpukan perkara, Mahkamah 
Agung telah mengambil kebijaksanaan dengan menerbitkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992 yang menganjurkan agar 
penanganan dan penyelesaian perkara diusahakan selesai dalam tempo 6 
(enam) bulan. Anjuran dalam surat edaran tersebut dirasa perlu sebagai 
penekanan pelaksanaan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan 
biaya ringan (Pasal 5 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman). Selain itu, dikembangkan pula lembaga yang telah ada yaitu 
lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut dengan 
lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR).  
Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu mekanisme 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, 
cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win 
solution) yang berperkara. Pemberdayaan lembaga damai telah diatur pula 
dalam SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 
Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBG). Yang 
terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003,  dimana Mahkamah Agung 
memerintahkan agar semua Hakim yang menyidangkan perkara dengan 
sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian. Namun demikian, dengan 
berkembangnya kesadaran hukum masyarakat dan melemahnya pengaruh 
lembaga-lembaga tradisional, anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh 
pihak lain sering mencari keadilan ke lembaga peradilan resmi. Berdasarkan 
latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  01 Tahun 
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2008 dengan judul Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam 
Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor  01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (studi kasus 
di Pengadilan Negeri Bojonegoro). 
B.   Perumusan Masalah 
Berdasar pada uraian pada latar belakang masalah, maka dapatlah 
disusun perumusan masalah ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses 
peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  01 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa 
melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro ? 
2. Mengapa implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses 
peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  01 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa 
melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berhasil ? 
 
C.   Tujuan Penelitian 
1.  Tujuan Khusus 
Tujuan khusus penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelembagaan mediasi 
dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam 
menyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab implementasi kebijakan  
pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor  01 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga 
mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berhasil. 
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2. Tujuan Umum 
   Tujuan umum dari penelitian ini adalah guna mendapatkan data dan 
informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan tesis, sebagai syarat untuk 
mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sebelas Maret 
Surakarta di samping memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 
pengembangan hukum acara perdata Indonesia. 
 
D.   Manfaat Penelitian  
1.  Manfaat Akademis 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap 
perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kebijakan publik dalam 
rangka pembinaan hukum nasional berkaitan dengan hukum perdata 
khususnya dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi 
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  01 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bagi peneliti dan peneliti lain, 
penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian terhadap aspek-
aspek kebijakan publik dalam hukum perdata khususnya dalam hal 
penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi yang lebih komprehensif 
dan integral. 
 
2.  Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, aparat 
penegak hukum (khususnya Hakim) dan semua pihak yang terkait, 
khususnya bagi pengambil keputusan dan pengambil kebijakan. 
Diharapkan berdasarkan masukan dalam tesis ini penerapan Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor  01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 
ringan dapat terlaksana dengan efektif. Disamping memberi alternatif 
langkah-langkah yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, 
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur yang berguna bagi 
pengetahuan masyarakat. 
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                               BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
A. Kajian Teori 
1. Teori Kebijakan Publik (Public Policy) 
Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan 
sosial, yaitu melayani anggota masyarakat seperti mengalokasikan 
kekuasaan, mendistribusikan sumber daya dan melindungi kepentingan 
anggota masyarakat. Dalam kontek yang lebih spesifik, hukum banyak 
digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan publik. Dalam 
rangka merealisasikan kebijaksanaan, pembuat kebijaksanaan menggunakan 
peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk mempengaruhi aktifitas 
pemegang peran. Menurut Harold D. Laswell dalam Setiono, Kebijakan 
Publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-
praktek yang terarah. Kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan 
maupun tidak dilakukan oleh pemerintah (public policy is whatever to 
government choose to do or not to do). 
Menurut Carl J. Frederick dalam Setiono, menyatakan bahwa 
“Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan 
menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap 
pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.” 
Sedangkan David Easton dalam Setiono, menyatakan bahwa: “Kebijakan 
Publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada 
seluruh masyarakat yang dibebankan oleh lembaga yang berwenang, seperti 
pemerintah.” 
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Kebijakan publik merupakan seni bagaimana hukum dapat 
dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Suatu kebijakan publik 
mempunyai implikasi sebagai berikut:2 
a. Bentuk awalnya adalah berupa penetapan-penetapan tindakan-
tindakan pemerintah; 
b. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk-
bentuk teks formal namun harus diimplementasikan secara nyata. 
c. Kebijakan publik harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-
dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah 
dipikirkan secara matang terlebih dahulu; 
d. Pada akhirnya segala proses yang disebutkan diatas diperuntukan 
bagi pemenuhan kepentingan masyarakat. 
 
Thomas R. Dye dalam Bambang Sunggono, menyebutkan ada tujuh 
model pembentukan kebijakan yaitu: 3 
a. Policy as institusional activity; pada dasarnya memandang 
kebijaksanaan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh lembaga pemerintah. 
b. Policy as group equilibrium; berangkat dari anggapan bahwa 
interaksi antar kelompok dalam masyarakat adalah merupakan 
pusat perhatian politik, dalam hal ini individu-individu yang 
punya kepentingan sama biasanya bergabung baik secara formal 
maupun informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan 
mereka pada pemerintah yang mana berpotensi menimbulkan 
konflik kepentingan dalam masyarakat. Kebijakan publik pada 
dasarnya mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam 
perjuangan antar kelompok pada waktu tertentu setelah pihak-
pihak atau kelompok tertentu berhasil mengarahkan kebijasanaan 
publik itu kearah yang menguntungkan mereka. 
c. Policy as elite preference; yang berpendapat kebijaksanaan 
publik selalau mengalir dari atas ke bawah (dari elit ke massa). 
d. Policy as effecient goal achievement (rational policy); 
menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan 
bermodal informasi komprehensif dan keahlian pembuat 
keputusan. Dalam teori ini keputusan yang rasional adalah 
keputusan yang efesien. 
e. Policy as variation on the past (incrementalism theory); 
memandang kebijaksanaan publik sebagai kelanjutan dari 
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa 
                                                   
2 Setiono, Hukum dan Kebijakan Publik, Bahan Matrikulasi Program Studi Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2007, hlm 2-3.   
3 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 
hlm. 58. 
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lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan 
seperlunya. 
f. Policy as rational choice in competitive situation (game theory); 
pada dasarnya bertitik tolak pada kebijaksanaan yang akan 
diambil tergantung pada (setidak-tidaknya) dua pemain atau 
lebih, kebijaksanan yang dipilih ditarik dari dua atau lebih 
alternatif pemecahan yang diajukan oleh masing-masing pemain 
dan pemain-pemain selalu dihadapkan pada situasi yang serba 
bersaing dalam pengambilan keputusan. 
g. Policy as system output; kegiatan politik itu dapat dianalisis dari 
sudut pandang sistem yang terdiri dari sejumlah proses yang 
harus tetap dalam keadaan seimbang kalau ingin tetap terjaga 
kelestariannya. 
 
 Kebijakan publik pada akhirnya harus dapat memenuhi kebutuhan 
dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penilaian akhir dari sebuah 
kebijakan publik adalah pada masyarakat. Riant Nugroho berpendapat 
bahwa:1  
”Yang dimaksud pemerintah dengan mendasarkan pada pengertian 
pemerintahan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa yang membuat 
kebijakan publik adalah pemerintah Negara. Siapakah mereka? Jika 
ditingkat nasional adalah seluruh lembaga Negara, yaitu lembaga 
legislatif (MPR, DPR), Eksekutif (Pemerintah Pusat, Presiden dan 
Kabinet), Yudikatif (MA, Peradilan) dan di Indonesia ditambah 
dengan lembaga akuntatif (BPK). Di tingkat daerah kota, lembaga 
administratur publiknya adalah Pemerintah Daerah Kota dan DPRD 
Kota. Secara khusus, kebijakan publik sering dipahami sebagai 
keputusan pemerintah atau eksekutif.” 
 
Proses pembuatan kebijakan publik berangkat dari realitas yang ada 
di dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang 
berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan 
perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah 
mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang akan dapat 
mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang ada 
                                                   
1 Riant Nugroho D, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, PT. Gramedia, 
Jakarta, 2006, hlm. 23-24. 
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sekarang. Hasil pilihan solusi tersebut yang dinamakan hasil kebijakan 
publik.2  
 Menghadapi realitas yang ada khususnya masalah penumpukan 
perkara di pengadilan, salah satu caranya, Mahkamah Agung RI telah 
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003. Apabila dikaitkan dengan 
pendapat Riant Nugroho tersebut di atas, bahwa yang membuat kebijakan 
publik adalah pemerintah Negara, yang ditingkat nasional adalah seluruh 
lembaga Negara, diantaranya lembaga Yudikatif (MA, Peradilan), maka 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  01 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor  2 Tahun 2003 adalah suatu bentuk kebijakan publik. Di samping itu, 
sesuai dengan ketentuan pasal 79 Undang-undang RI No. 5 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut 
hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. 
Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu perbuatan 
atau peristiwa tidak akan mempunyai arti atau bermanfaat apabila tidak 
diimplementasikan. Implementasi terhadap kebijakan umumnya masih 
bersifat abstrak dalam realitas hukum senyatanya, yakni kebijakan yang 
berkaitan dengan kebijakan publik. Kebijakan berusaha menimbulkan hasil 
(outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran atau target 
group.3 Mazmanian & Sabiter dalam Joko Widodo menjelaskan makna 
implementasi bahwa:4 ”Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 
suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik 
usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 
                                                   
2 Setiono, Op. Cit, hlm. 4. 
3 Setiono, Hukum dan Kebijakan Publik, Bahan Matrikulasi Program Studi Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2007, hlm 2-3.   
4 Joko Widodo. 2001. Ibid., hlm 190.            
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dampak nyata pada masyarakat atau timbulnya kejadian-kejadian.” 
Keputusan kebijakan publik dapat berbentuk undang-undang, namun dapat 
pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 
penting ataupun keputusan badan peradilan.  
Pada umumnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah 
yang ingin diatasi dengan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran 
yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur 
proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan 
tertentu, yang diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, 
kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan 
pelaksanaannya. Untuk memisah-misahkan kegiatan-kegiatan dalam proses 
pengambilan kebijakan adalah merupakan tindakan yang berlebihan. 
Namun, untuk mendapat gambaran mengenai kegiatan-kegiatan dalam 
proses tersebut, pembedaan antara kegiatan yang satu dengan yang lain 
memang ada guna dan manfaatnya terutama di dalam gerak ilmu 
pengetahuan. Mengenai pelaksanaan (implementation) suatu kebijakan, 
sesungguhnya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan sejak kebijakan 
tersebut dalam perumusan dan proses penetapannya. Namun perlu pula 
diketahui dengan baik bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut harus 
dilakukan. 
 
 2. Teori Implementasi Kebijakan Publik 
 Implementasi kebijakan publik adalah merupakan salah satu tahapan 
dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus studi yang 
sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu 
kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam 
implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan 
dengan baik, demikian pula sebaliknya bagaimanapun baiknya sebuah 
persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan 
dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat diwujudkan. 
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 Dalam studi kebijakan publik dikatakan bahwa implementasi 
bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran 
keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, 
melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, 
keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh 
karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi 
kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses 
kebijakan. 
 Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, menyatakan 
bahwa:5 “Membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan 
yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) 
pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-
tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang 
ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.“ Yang perlu ditekankan di 
sini adalah bahwa proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai 
apabila tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program 
pelaksanaan telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian 
tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada umumnya 
diserahkan pada lembaga-lembaga pemerintah dalam berbagai jenjangnya 
hingga jenjang pemerintahan yang terendah. 
  Hoogwood W. Brian and Lewis Gunn dalam Esmi Warassih, 
menyatakan:6 “Membicakaran keterkaitan antara hukum dan kebijaksanaan 
publik akan semakin relevan pada saat hukum diimplementasikan. Kegiatan 
mengimplementasi tersebut sebenarnya merupakan bagian dari policy 
making.”  Keadaan ini harus sungguh-sungguh disadari mengingat proses 
implementasi selalu melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda di 
                                                   
5 Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Media Presindo, Yogyakarta, 2002, 
hlm 2. 
6 Esmi Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, 
Semarang, 2005, hlm. 136 
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setiap tempat, karena memiliki ciri-ciri struktur sosial yang tidak sama. 
Demikian pula keterlibatan lembaga di dalam proses implementasi selalu 
akan bekerja di dalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan 
timbal balik yang dapat saling mempengaruhi.  
Menurut Olsen. F.7, Law cannot be successfully separated from 
politics, morals, and the rest of human activities, but is an integral part of 
the web of social life. ( Keberhasilan hukum tidak dapat dipisahkan dari 
politik, moral, dan sisanya dari aktifitas manusia, tetapi merupakan bagian 
integral dari kehidupan sosial ). 
   Kebijakan negara apapun, sebenarnya mengandung resiko untuk 
gagal. Hoogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul Wahab telah membagi 
pengertian kegagalan kebijakan ( policy failure ) ini dalam 2 (dua) kategori 
yaitu: non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsucsesfull 
implementation (implementasi yang tidak berhasil).8 Tidak 
terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak 
dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang 
terlibat di dalam pelaksanaanya tidak mau bekerja sama atau telah bekerja 
secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak 
sepenuhnya menguasai permasalahan atau kemungkinan permasalahan 
yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigih 
usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka 
tanggulangi akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. 
  Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan 
dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota masyarakat. 
Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota 
masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. 
Apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan 
pemerintah, maka suatu kebijakan publik menjadi tidak efektif. 
                                                   
7 Olsen.F, “Feminism and Critical Legal Theoty an America Perspective”18 International 
Journal of the Sosiology of Law 1990 at 211 
8 Solichin Abdul Wahab, Analisa Kebijakan Publik darim Formulasi ke Implementasi 
Kebijakan Negara (Edisi Ke-dua), Bumi Aksara,  Jakarta, 2001, hlm. 62. 
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  Menurut Setiono, penerapan hukum menjadi sangat tergantung 
pada kebijakan publik sebagai sarana yang dapat menyukseskan 
berjalannya penerapan hukum itu sendiri. Sebab dengan adanya kebijakan 
publik, maka pemerintah pada level yang terdekat dengan masyarakat 
setempat akan mampu merumuskan apa-apa saja yang harus dilakukan agar 
penerapan hukum yang ada pada suatu saat dapat berjalan dengan baik  
Dengan begitu secara tersirat sesungguhnya dapat terlihat bahwa kebijakan 
publik yang dibuat bukanlah bermaksud untuk melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan aturan hukum yang ada justru sebaliknya ia ingin 
berupaya agar aturan hukum itu dapat terselenggara dengan baik.9 
Selanjutnya Setiono mengemukakan, pada dasarnya di dalam 
penerapan hukum tergantung pada adanya empat unsur, yakni: (1) Unsur 
hukum, (2) Unsur struktural  (3) Masyarakat, dan (4) Budaya. Masing-
masing unsur itu dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a. Unsur hukum 
   Di sini adalah produk atau teks aturan hukum. Ketika pada kasus tertentu 
ternyata unsur hukum ini tidak dapat diterapkan sama persis dengan 
harapan yang ada, maka kebijakan publik diharapkan mampu 
memberikan tindakan-tindakan yang lebih kontekstual dengan kondisi 
riil yang ada di lapangan. Ketika kebijakan publik melakukan hal itu 
maka sesungguhnya kebijakan publik berangkat dari unsur hukum yang 
dimaksud. Perencanaan dan langkah-langkah  yang diambil oleh 
kebijakan publik bisa jadi tidak sepenuhnya sama dengan teks-teks 
aturan hukum yang ada, namun mengarah pada kesesuaian dengan unsur 
hukum, dengan demikian pada dasarnya kebijakan publik itu lebih 
sebagai upaya untuk membantu atau memperlancar penerapan hukum 
yang telah ditetapkan.  
 
b. Unsur Struktural 
   Unsur Struktural adalah lembaga-lembaga atau organisasi yang 
diperlukan dalam penerapan hukum itu. Kebijakan publik dalam hal ini 
lebih berperan dalam bagaimana organisasi atau institusi pelaksana itu 
seharusnya ditata dan bertindak agar tugas-tugas yang dibebankan 
kepadanya dapat dijalankan dengan baik.  Di sini kebijakan publik lebih 
dilekatkan pada para aktor yang ada dalam organisasi atau institusi 
pelaksana hukum atau undang-undang, karena sesungguhnya di samping 
                                                   
9 Setiono, 2007,  Op., Cit, hlm. 6. 
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penunjukkan organisasi yang tepat, di dalamnya yang lebih penting 
adalah menunjuk orang yang dipercaya untuk mengendalikan organisasi 
tersebut. Kebijakan publik dalam konteks unsur  struktural ini lebih 
dominan berposisi sebagai sebuah seni, yaitu bagaimana ia mampu 
melakukan kreasi sedemikian rupa sehingga performe organisasi yang 
dialaminya itu dapat tampil dengan baik sekaligus distorsi-distorsi 
pemaknaan dari unsur hukum yang ada tidak diselewengkan atau ditafsir 
berbeda oleh para pelaksananya di lapangan. Atau mungkin terjadi, para 
pelaksana dalam organisasi sudah mengerti maksud dari aturan hukum 
yang ada tapi mereka tidak mampu menjalankan. Disini kebijakan publik 
hadir untuk memberikan arahan-arahan dan langkah-langkah teknis bagi 
para pelaku di dalam organisasi yang bersangkutan. 
 
c.   Unsur Masyarakat 
   Adapun yang dimaksud dengan masyarakat adalah bagaimana kondisi 
sosial politik  dan sosial ekonomi dari masyarakat yang akan  terkena 
dampak atas diterapkannya sebuah aturan hukum atau undang-undang. 
Sebaik apapun unsur-unsur kinerja organisasi atau institusi pelaksana 
bila kondisi masyarakatnya sedang kacau balau, tentu semua itu tidak 
akan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Posisi dari kebijakan publik 
lagi-lagi akan sangat berpengaruh dalam hal unsur masyarakat dalam 
penerapan hukum. Kondisi masyarakat yang ada itu harus diselesaikan 
terlebih dahulu demi terselenggaranya penerapan hukum. 
d. Unsur Budaya 
   Yang dimaksud dengan budaya di sini adalah berkaitan dengan 
bagaimana isi kontekstualitas sebuah undang-undang yang hendak 
diterapkan dengan pola pikir, pola perilaku, norma-norma, nilai-nilai dan 
kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Unsur budaya 
dalam penerapan hukum  sangat penting sebab ini berkaitan dengan 
bagaimana pemahaman masyarakat atas sebuah introduksi nilai yang 
hendak ditransformasikan oleh sebuah produk hukum atau undang-
undang tertentu. Harus diingat bahwa kebijakan publik bagaimanapun 
tetap harus mendasarkan segala tindakannya pada ketentuan-ketentuan 
yang ada, dan segala kreasi dan improvisasi dari kebijakan publik tetap 
harus dimuarakan pada tujuan dari hukum itu sendiri.10 
 
3. Teori Bekerjanya Hukum 
   Robert B. Siedman dalam Esmi Warassih, menyatakan bahwa  
tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-
lembaga pelaksana maupun pembuat Undang-undang selalu berada dalam 
                                                   
10 Setiono, 2007,  Op., Cit, hlm 6-8 
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lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya ekonomi dan 
politik dan lain sebagainya.  Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu 
ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan 
yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas 
lembaga-lembaga pelaksanaannya. Dengan demikian, peranan yang pada 
akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil 
dari bekerjanya berbagai macam faktor.11 
Larry Alexander12, mengatakan “Constitutional Law’s function is to 
settle the most basic matters regarding how we ought to organize society 
and government.(fungsi Hukum Konstitusi adalah untuk menyelesaikan 
hal-hal yang paling mendasar tentang bagaimana seharusnya kita mengatur 
masyarakat dan pemerintah)  
 Pengaruh-pengaruh sosial dirasakan juga dalam bidang penerapan 
hukum. Hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yang mana 
Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, mengemukakan tiga nilai dasar dari 
hukum, yaitu: Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum.13 Ketiga-tiganya 
berisi tuntutan yang berlainan dan yang satu sama lain mengandung potensi 
saling bertentangan. Apabila kita mengambil contoh Kepastian Hukum, 
maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan 
ke samping. Yang utama bagi Kepastian Hukum adalah adanya peraturan 
itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai 
kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai Kepastian 
Hukum. Selanjutnya, peranan apa yang diharapkan dari warga masyarakat,  
juga sangat ditentukan dan dibatasi oleh kekuatan-kekuatan sosial tersebut, 
terutama sistem budaya. Yang dimaksudkan dengan pemegang peran dalam 
bagan tersebut adalah semua warga Negara baik itu Hakim, Polisi dan 
                                                   
11 Esmi Warassih, 2005, Op., Cit, hlm 11. 
12 Larry Alexander, “The Interpretation of constitutions and constitutional Right”’ 
Canadian Journal of Law and Jurisprudence, July 2009 
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti,. Cetakan ke enam, Bandung, 
2006, hlm 19. 
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sebagainya, karena pada dasarnya hukum itu merupakan budaya 
masyarakat.  
   Pada hakekatnya hukum adalah sebagai suatu sistem, maka untuk 
dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Berbagai 
pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh 
Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warassih, bahwa hukum itu 
merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur.14 
Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum 
itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya 
sistem hukum tersebut. Komponen substantif yaitu sebagai output dari 
sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang 
digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen 
kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum (kultur hukum). Kultur hukum inilah yang berfungsi 
sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan 
tingkah laku seluruh warga masyarakat. Kesimpulannya bahwa ketiga 
unsur sistem hukum itu adalah:15 
a. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin. 
b. Substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh 
mesin itu. 
c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk 
menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan 
bagaimana mesin itu digunakan. 
 
Di dalam teori-teori hukum, menurut Soerjono Soekanto dibedakan 
antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah, yaitu:16 
a. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan 
pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut 
cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan 
keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. 
                                                   
14 Esmi Warassih, Loc., Cit, hlm 30. 
15 Lawrence M. Friedman,  American Law An Introduction, Second edition (Hukum 
Amerika sebuah Pengantar), Penerjemah Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2000,  hlm 7-9. 
16 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. 
Rajawali,  Jakarta, 1980,  hlm 13. 
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b. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, 
artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 
walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaedah tadi berlaku 
karena diterima dan diakui oleh masyarakat. 
c. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan 
cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 
 
Penegakan hukum yang efektif tidak akan mungkin terlaksana tanpa 
bantuan warga masyarakat secara aktif. Ada sementara pendapat yang 
menyatakan, bahwa penyembuhan yang dilakukan diri sendiri akan jauh 
lebih ampuh apabila dibandingkan dengan penyembuhan yang dilakukan 
oleh unsur-unsur dari luar. Artinya, kalau masyarakat secara aktif ikut serta 
menanggulangi gangguan tersebut, sesuai dengan kaidah dan nilai yang 
berlaku.17 
Paul dan Dias dalam Esmi Warasih  mengajukan 5 (lima) syarat 
yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu:18 
a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan 
dipahami. 
b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-
aturan hukum yang bersangkutan. 
c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum. 
d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah 
dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga 
harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. 
e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga 
masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang 
sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif. 
 
4. Teori Sociological Jurisprudence 
  Teori Sociological Jurisprudence lahir karena teori positivisme 
tidak dapat menjelaskan sebab ketidak-patuhan masyarakat terhadap 
hukum. Dalam model tradisional (jurisprudencial) struktur sosial kasus 
tidak relevan sama sekali. Setiap kasus dianalisis dalam kevakuman sosial, 
bahkan merupakan ketidak-layakan dan pelanggaran terhadap hukum itu 
                                                   
17 Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 
1988, Hlm. 24. 
18 Esmi Warassih. Loc., Cit, hlm 105-106. 
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sendiri, apabila mempertimbangkan karakteristik sosial para pihak terlibat 
dalam menangani kasus. Model ini menghormati hukum sebagai proses 
hukum, di samping juga mengasumsikan bahwa hukum tetap/konstan, 
universal dan dapat diterapkan sama untuk semua kasus. 19 Max Weber 
mengatakan bahwa: 20 
“Hukum dipengaruhi kepentingan-kepentingan ideal dan cara 
berpikir kelas-kelas sosial dan kelompok-kelompok yang 
berpengaruh, terutama kelompok ahli hukum, dengan demikian jika 
tafsiran undang-undang mengikuti kepentingan dan kekuasaan yang 
ada dalam bilik kepala ahli hukum maka dalam keadaan demikian 
hukum terus diombang-ambingkan antara asas kepastian hukum dan 
keadilan. Bahkan lebih parah lagi hukum menjadi pelayan yang 
eksistensinya amat tergantung kepentingan dan kekuatan politik 
yang dominan.”  
 
Dalam konsep tradisional (jurisprudential) pada dasarnya hukum berkaitan 
dengan aturan, sebaliknya model sosiologis memfokuskan pada struktur 
sosial kasus yaitu pada siapa yang terlibat didalamnya dan bagaimana kasus 
ditangani.  
Dalam model sosiologis, hukum tidak diasumsikan sebagai sesuatu 
yang logis, model ini mengasumsikan hukum bervariasi, tergantung pada 
karakteristik sosial para pihak. Hukum dan masyarakat secara sosial saling 
berhubungan. Setiap analisis kasus hukum dalam vakum sosial tanpa 
memandang lokasi dan arahnya dalam ruang sosial tidak lengkap dan tidak 
cukup.21 
 
5. Urgensi Pengembangan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di 
Pengadilan 
 
a. Politik Hukum Kebijakan Mediasi 
                                                   
19 Donald Black, Sociological Justice, Oxfort University Press, New York, 1988, hlm. 19-
21. 
20 Eko Prasetyo, HAM, Kejahatan Negara dan ImperialismebModal, Pustaka Pelajar 
Yogyakarta, 2001, hlm. xix-xx. 
21Donald Black, Op. Cit., hlm. 19-20. 
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Apabila meneliti dan mempelajari Peraturan Mahkamah Agung 
RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tersebut, maka jelas bahwa 
PERMA tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan antara lain 
bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan 
dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan 
penumpukan perkara di Pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut maka 
politik hukum yang menjadi latar belakang adanya Proses Mediasi 
adalah sebagai berikut : 
1).  Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa. 
Berperkara di Pengadilan ditengarai memakan waktu dan lambat, 
pendapat ini tidak bisa disalahkan karena memang secara 
prosedural untuk memulai hingga sampai pada tingkat pemeriksaan 
suatu perkara di Pengadilan membutuhkan waktu antara 5 sampai 
dengan 6 bulan itu baru pada pemeriksaan pada Pengadilan tingkat 
pertama (pengadilan negeri) belum lagi jika dihitung dengan proses 
pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 
apabila ada upaya hukum baik itu banding, kasasi dan peninjauan 
kembali, bisa bertahun-tahun lamanya suatu perkara memperoleh 
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun 
perlu dicatat di sini adalah bahwa lambatnya proses penyelesaian 
perkara ini bisa berasal dari faktor para pihak itu sendiri yang 
kurang serius dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan 
sengketa, hal ini dapat dilihat dari tidak ketidak hadiran para pihak 
pada hari  sidang yang telah ditentukan. 
                2).   Menekan Biaya 
Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka 
diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah 
ditentukan oleh pengadilan, belum lagi ditambah dengan ongkos 
yang dibayarkan kepada pengacara/advokat bagi pihak yang 
menggunakan jasa mereka. Dalam kasus-kasus tertentu terkadang 
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biaya yang dikeluarkan oleh pihak penggugat misalnya, lebih besar 
jumlah nominalnya jika dibandingkan dengan nilai materiil atas 
suatu hak yang diperjuangkannya, hal ini tentunya kurang 
membawa dampak yang positif bagi pihak yang memenangkan 
sesuatu dengan demikian azas peradilan yang cepat dan biaya 
ringan belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Karena itu dengan 
jalan mediasi diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk berperkara 
di Pengadilan dapat dikurangi seminimal mungkin. 
 
3).  Putusan Pengadilan Tidak Menyelesaikan Masalah 
"Menang jadi arang kalah jadi abu" begitu kira - kira peribahasa 
kuno yang menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan 
dengan menggunakan jalur litigasi. Sinyalemen tersebut 
mencerminkan putusan pengadilan terkadang tidak serta merta 
menyelesaikan persoalan, sehingga dikembangkan wacana untuk 
sebisa mungkin menyelesaikan persoalan/sengketa melalui jalur 
perundingan, karena dengan melakukan hal itu akan mencegah 
terjadinya kerugian yang lebih besar, baik kerugian yang berupa 
moril maupun materiil. Pada dasarnya tidak ada putusan 
pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah 
penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat problems 
solving di antara pihak yang bersengketa melainkan putusan 
pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua 
sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah 
satu pihak pada posisi pemenang dan menyudutkan pihak yang 
lain sebagai pihak yang kalah, selanjutnya dalam posisi ada pihak 
yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang 
timbul, tetapi pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian.  
 
4).   Pengadilan Kurang Tanggap (unresponsive) 
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Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dalam membela dan 
melindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan 
perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. Pengadilan sering 
dianggap berlaku tidak adil atau unfair, dalam arti lebih 
memperhatikan kepada lembaga besar dan orang kaya. Karena itu, 
dalam mediasi khususnya peranan mediator diharapkan dapat 
membantu para pihak untuk mengerti posisi mereka, membantu 
pihak yang lemah dengan tanpa melanggar prinsip netralitas dan 
memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk 
mengemukakan pendapatnya masing-masing. 
 
5).   Kemampuan Para Hakim Bersifat “Generalis”  
Para Hakim dianggap hanya memiliki kemampuan pengetahuan 
yang sangat terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya 
di bidang hukum. Di luar itu, pengetahuan mereka hanya bersifat 
umum. Memperhatikan para hakim hanya manusia generalis, 
sangat mustahil mereka mampu menyelesaikan sengketa yang 
mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang. Karena itu, 
perlunya dibentuk lembaga mediasi untuk menyelesaikan sengketa 
di luar pengadilan melalui pihak ketiga (mediator) yang 
mempunyai pengetahuan sesuai dengan karakteristik sengketa. 
Apabila diperlukan, atas persetujuan para pihak atau kuasa 
hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam 
bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan 
yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di 
antara para pihak. 
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B. Kerangka Pemikiran 
                                                     
                                                           Bagan I 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
P e r k a r a 
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan 
 
Pelembagaan Mediasi Dalam Proses 
Peradilan melalui PERMA RI No. 01 Tahun 
2008 tentang Prosedur Mediasi di  
Pengadilan 
 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa 
S  t r u k t u r  S u b s t a n s i K u l t u r 
Non Litigasi/ 
Non Ajudikatif 
Litigasi/Ajudikatif  
Kebijakan Pelembagaan PERMA 
No. 01 Th. 2008 
Tidak berhasil  
Berhasil 
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  Perkara perdata secara umum dapat diselesaikan dengan jalur 
litigasi/ajudikatif dan non-litigasi/non-ajudikatif. Jalur non-litigasi dapat 
ditempuh dengan cara Arbitrase atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian 
Sengketa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Menindak-
lanjuti UU tersebut Mahkamah Agung RI mengeluarkan kebijakan publik 
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008. 
Berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg, Hakim wajib mengusahakan 
perdamaian sebelum pemeriksaan perkara di mulai. Dalam rangka 
pelembagaan perdamaian melalui mediasi menurut pasal tersebut serta 
implementasi penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan 
Negeri sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim juga diwajibkan untuk 
mendorong para pihak menempuh proses perdamaian melalui mediasi. Hal 
tersebut mengingat cara-cara penyelesaian sengketa secara damai seperti 
mediasi telah dikenal baik dalam sistem hukum Indonesia serta harus 
dilaksanakan dengan baik.  
  Untuk mengetahui faktor penyebab implementasi mediasi tidak 
berhasil, maka terhadap putusan perkara yang dimediasi dan akta perdamaian 
yang dihasilkan dianalisis dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. 
Berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, pelembagaan mediasi 
melalui Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor  01 Tahun 2008 maka akan 
dianalisis tiga komponen yang mempengaruhi yaitu: (a). Struktur hukum, 
yang mencakup institusi-institusi penegakan hukum termasuk penegak 
hukumnya, (b). Substansi hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik 
yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, 
dan (c). Kultur hukum. mencakup opini-opini, kebisaaan-kebisaan, cara 
berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukumnya maupun 
dari warga masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, sedangkan dilihat 
dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif yakni penelitian 
untuk memberikan data seteliti mungkin dengan mendeskripsikan pelaksanaan 
pelembagaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 
Tahun 2008 sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro.             
Mengikuti pendapat Soetandyo Wignjosoebroto, ada 5 (lima) konsep 
hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Setiono  adalah sebagai berikut:22 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim inconcreto dan 
tersistematisasi sebagai judge made law. 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik. 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai 
tampak dalam interaksi mereka. 
 
Dalam penulisan tesis ini, penulis memakai konsep hukum ke-5 (lima), yaitu 
manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam 
interaksi mereka. Hukum di sini bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi 
sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam 
pengalaman. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi 
manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau 
aksi itu merupakan realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi 
dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan 
hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai 
                                                   
22 Setiono. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Program Studi Ilmu 
Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005,  hlm 20-21.  
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penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang non 
doktrinal. Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak 
mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan sesuatu doktrin, maka 
metodenya disebut sebagai metode non doktrinal.23 
B. Lokasi Penelitian 
    Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, karena 
cukup banyak data mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi 
di Pengadilan Negeri Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 
RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
C. Sumber Data 
  Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat 
diperoleh.24 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang 
dapat memberikan data yang dibutuhkan baik berupa jawaban lisan maupun 
tulisan. Dalam penelitian ini ditentukan sumber datanya adalah: 
a. Data Primer. 
   Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa 
keterangan dan penjelasan yang diberikan para responden/nara sumber, 
antara lain:  Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Hakim Pengadilan 
Negeri Bojonegoro, dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan 
para pihak yang menggunakan lembaga mediasi dalam penyelesaian 
perkara. 
 
b. Data sekunder. 
   Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer, misalnya: 
kepustakaan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
masalah yang akan diteliti. Penelitian ini memperhatikan materi penelitian 
yang dijadikan pokok pembahasan dan guna menentukan identifikasi data. 
Adapun sumber data sekunder yang digunakan meliputi: 
                                                   
23 Setiono, 2005, Ibid, hlm . 22. 
24 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, 
Jakarta, 1997, hlm 2. 
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1) Bahan Hukum Primer. 
             Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa.  
b) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
c) Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-
undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
d) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
e) Hukum Acara Perdata (HIR dan Rbg). 
f) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 06 tahun 1992. 
g) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003. 
h) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008. 
i) Burgelijk Weet Book (BW). 
2)  Bahan Hukum Sekunder. 
 Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 
primer, yakni berupa jurnal, referensi, hasil penelitian yang relevan, 
putusan Lembaga Mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan 
dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. 
3)  Bahan Hukum Tersier. 
a) Ensiklopedia Hukum Indonesia. 
b) Kamus Hukum Indonesia. 
c) Kamus Umum Bahasa Indonesia. 
 
D.  Teknik Pengumpulan Data. 
Teknik pengumpulan data primer yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah wawancara secara mendalam dan studi dokumen, pengertian hal 
tersebut adalah: 
a. Wawancara mendalam adalah cara mengumpulkan data dengan 
komunikasi secara langsung dengan para responden untuk mendapatkan 
keterangan atau informasi mengenai suatu masalah yang dilakukan secara 
sistematis. Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan terhadap 
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nara sumber/informan yang telah ditentukan dengan teknik semacam 
model purposive sampling, yakni: 
1) Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro. 
2) Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memfasilitasi penggunaan 
Lembaga Mediasi untuk menyelesaian pekara. 
3)  Para pihak pemakai jasa lembaga mediasi yang dapat dihubungi.    
4)  Kepala Desa/Tokoh Masyarakat.   
 
b. Studi Dokumen. 
Dalam studi dokumen ini, peneliti mencatat dan mempelajari  buku-buku, 
majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 
sebagainya, yakni: 
1) Akta kesepakatan Mediasi tentang penyelesaian perkara/sengketa.  
2) Catatan atau dokumen pendukung yang berhubungan dengan prospek 
pengembangan lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa di Pengadilan Negeri Bojonegoro. 
 
E.  Teknik Analisis Data. 
  Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 
ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang 
berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Penelitian kualitatif 
menggunakan analisis data secara induktif. Analisis data secara induktif ini 
digunakan karena beberapa alasan, diantaranya, pertama, proses induktif 
lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat 
dalam data, dan kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan 
peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel.25 
 Tujuan khusus yang ada dalam pengembangan seperangkat standar 
dari prosedur analisis data, sebagai yang diikhtisarkan dalam pendekatan 
induktif umum, yaitu: 26 
                                                   
25 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya  Bandung, 2007, hlm  
26 Ibid., hlm  298. 
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1. Untuk menempatkan teks kasar yang banyak dan bervariasi ke dalam 
format yang singkat dan berbentuk ikhtisar. 
2. Untuk membangun hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan 
ikhtisar temuan yang akan diperoleh dari data mentah dan untuk 
memastikan hubungan-hubungan tersebut bahwa hal itu adalah transparan 
(dapat ditampakkan kepada orang lain dan dapatlah dipertahankan) 
(dipastikan diberikan oleh tujuan-tujuan penelitian). 
3. Untuk mengembangkan model atau teori tentang struktur fenomena yang 
ada di dalamnya atau proses-proses yang jelas-jelas ada dalam teks (data 
mentah).  
                  Data penelitian yang telah terkumpul dari beberapa bahan hukum di 
lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis secara induktif. Analisa dilakukan 
secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi, yaitu memberikan 
penafsiran terhadap bahan / data dan informasi berdasarkan teori hukum 
dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada untuk selanjutnya 
ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan logika untuk menjawab perumusan 
masalah dengan mengacu kepada kasus yang ada di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro. 
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BAB IV 
                                   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Hasil Penelitian         
     1.  Keadaan Lokasi Penelitian. 
    a. Kondisi Daerah Penelitian. 
Kabupaten Bojonegoro dengan ibukota kabupaten di kota 
Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, mempunyai luas wilayah lebih dari 
2000 km2 dengan batas: 
1) Sebelah Utara :  Kabupaten Tuban.  
2)  Sebelah Timur :  Kabupaten Lamongan. 
3)  Sebelah Barat :  Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. 
4) Sebelah Selatan      : Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk,  
                                            Kabupaten Ngawi. 
Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 kecamatan, 430 desa/kelurahan 
dan 1.243 dusun/lingkungan. Jumlah penduduk menurut hasil registrasi 
pada pertengahan tahun 2007 tercatat sebanyak 1.232.038 orang dan 
kurang dari 0,01 persen adalah penduduk dengan status WNA. 
Komposisi penduduk adalah 49,61 persen laki-laki dan sisanya 50,39 
persen perempuan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah 
penduduk tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 1,08 persen.  
Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di 
sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah 
dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di 
sepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Pada tahun 
2007 jumlah pemeluk Agama yang dianut penduduk Kabupaten 
Bojonegoro adalah: Islam sejumlah 1.217.312, Kristen Protestan 
sejumlah 3.809, Katolik sejumlah 3.160, Budha dan Hindu sejumlah 
550. Sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Bojonegoro 
memberikan kontribusi yang terbesar diantara sektor-sektor 
perekonomian lainnya. Demikian juga penduduk yang bekerja di sektor 
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pertanian jumlahnya cukup dominan. Pengelolaan sektor ini sangat 
berpengaruh pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanah 
sawah di Kabupaten Bojonegoro tercatat seluas 74,80 ribu ha. 
Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Bojonegoro pada 
umumnya masih bersifat tradisional, hal itu terlihat dari kegiatan upacara 
adat seperti upacara perkawinan, kelahiran, khitanan, kematian dan 
upacara selamatan lainnya. Berdasar kondisi itu masyarakat Kabupaten 
Bojonegoro masih melembagakan hukum adat yang diakui dan dianut, 
terutama nampak dalam pembagian warisan, pengangkatan petinggi desa 
dan upacara tradisional yang masih berlangsung. Dalam hal penegakan 
hukum, masyarakat Kabupaten Bojonegoro taat kepada hukum. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya putusan-putusan Pengadilan Negeri yang 
diterima oleh para pencari keadilan.         
       
b. Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Bojonegoro 
Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang 
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila, tugas pokoknya menerima, memeriksa 
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan 
peraturan perundangan. Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan 
diserahi tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-
undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 
tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di Pusat maupun di 
Daerah, apabila diminta. Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya 
sesuai dengan kewenangannya, baik di tingkat pertama maupun di 
tingkat banding. 
Pengadilan Negeri Bojonegoro dipimpin oleh seorang Ketua 
Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
yang membawahi aparat di Pengadilan Negeri. Struktur organisasi 
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Pengadilan Negeri  Bojonegoro tampak pada bagan organisasi sebagai 
berikut:Bagan II 
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bojonegoro 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Sumber: P 
 
 
 
 
Pengadilan Negeri Bojonegoro 
Berkaitan dengan jabatan fungsionalnya sebagai Hakim yang menangani 
perkara, Hakim mempunyai hubungan koordinasi dengan Ketua dan 
Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam arti Hakim bebas dalam memutus 
perkara (imparsial). 
 c. Kasus yang Ditangani. 
   Perkara perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Bojonegoro 
sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sejumlah 75 perkara dengan 
perincian sebagai berikut:  
 
 
 
Ketua 
Wakil Ketua 
Panitera/Sekretaris 
Panitera 
Muda 
Pidana  
Panitera 
Muda 
Perdata 
Majelis Hakim 
Wakil Sekretaris Wakil 
Panitera 
Panitera 
Muda 
Hukum 
Kelompok Fungsional 
- Panitera Pengganti 
- Jurusita 
Kaur 
Keuangan 
Kaur 
Umum 
Kaur 
Kepegawaian 
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Tabel III 
Klasifikasi Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro Tahun 2006-2008 
No. Jenis Perkara 2006 2007 2008 
1. Tanah  5 3 3 
2. Perbuatan Melawan 
Hukum 
6 4 8 
3. Warisan  5 4 5 
4. Perceraian 6 4 7 
5. Wanprestasi 2 - 6 
6. Sewa-menyewa  - - 1 
7. Jual-beli 1 - 1 
8. Lain-lain 2 2 - 
 Jumlah Perkara 27 17 31 
Sumber : Pengadilan Negeri Bojonegoro 
   Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa perkara perdata 
gugatan di Pengadilan negeri Bojonegoro pada tahun 2006 ada 27 
perkara, tahun 2007 ada 17 perkara dan tahun 2008 ada 31 perkara. 
Berdasarkan hasil penelitian ternyata dari 75 perkara perdata tersebut 
hanya 3 perkara yang berhasil didamaikan melalui mediasi oleh Hakim, 
yang mana 2 perkara yang berhasil didamaikan dituangkan dalam akte 
perdamaian sedangkan 1 perkara yang didamaikan dicabut gugatannya 
oleh pihak Penggugat.      
2. Contoh Putusan Perdamaian dan Akta Perdamaian di Pengadilan 
Negeri Bojonegoro. 
Berikut ini contoh perkara yang berhasil didamaikan melalui 
proses mediasi yang dikuatkan dengan putusan di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro: 
PUTUSAN 
Nomor: 07/Pdt.G/2007/PN.BJN. 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA 
 
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 
sebagai berikut dalam perkara antara: 
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                  PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BOJONEGORO SURYA 
PERSADA DALAM LIKUIDASI ( DL ), 
  berkedudukan di Jl. A.Yani No. 14, Kecamatan Kapas, Kabupaten 
Bojonegoro, dalam hal ini memilih tempat Kedudukan di Jl. Embong 
Sawo No. 16 Surabaya, yakni di Kantor para Likuidatornya: 
    1. TRI MOELJA  D.SOERJADI, SH. 
    2. LUH PUTU SUSILADEWI, SH 
    3. SINTAWATI, SE. 
 
yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat baik Sendiri - sendiri 
maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Penunjukkan Bank Indonesia 
Surabaya --No. 7/8/DPBPR/IDBPR/Sb. Tanggal 28 Pebruari 2005; 
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; 
                                             MELAWAN: 
1. JOHNNY TJAHYONO, pekerjaan Wiraswasta,  
2. TUTIEK SURYANI, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu keduanya 
beralamat di Jl. Teuku Umar No. 27 Desa Kadipaten 04/01 Bojonegoro, 
Sekarang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 118 Banjarejo, 
Bojonegoro ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dan 
TERGUGAT II; 
 
     Menimbang dan seterusnya: ……………. 
Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas dimohon sudilah kiranya Ketua 
Pengadilan Negeri Bojonegoro, memutus: 
PRIMAIR: 
I. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat; 
II. Menyatakan para Tergugat telah alfa memenuhi kewajibannya 
(wanprestasi); 
III. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dahulu yang bersangkutan; 
IV. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang 
sebesar Rp.257.702.675; (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus 
dua ribu enam ratus Tujuh puluh lima rupah )   
V. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; 
VI. Menyatakan putusan ini dapat serta merta dilaksanakan meskipun ada 
banding, kasasi ataupun perlawanan; 
 
SUBSIDAIR 
 Mohon putusan ex aequo et bono. 
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Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 
ditetapkan, Untuk Penggugat, hadir dan menghadap Likuidatornya yang 
bernama: 
              LUH PUTU SUSILADEWI, SH. dan SINTAWATI, SE 
Untuk Tergugat I hadir dan menghadap sendiri serta bertindak untuk 
dan atas nama Tergugat II berdasarkan Surat Idzin Khusus No. 
O5/Idzin Khusus/2007/ PN.BJN. tanggal 16 MEI 2007;  
Menimbang, bahwa setelah para pihak dipandang lengkap maka Majelis 
Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya 
damai melalui mediasi dan untuk upaya damai tersebut kedua belah pihak 
telah bersepakat menunjuk Hakim Mediator EBO MUALA MAULANA, 
SH. sebagaimana tersebut dalam penetapan tertanggal 9 MEI 2007 No. 
07/Pen./Pdt.G/2007/PN.BJN;  
Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak melalui mediator telah terjadi kesepakatan, sebagaimana tertuang 
dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING) dalam perkara No. 
07/Pdt.G/2007/PN.BJN. Tanggal 6 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh 
Pihak ke-I   (JOHNNY TJAHYONO dan TUTIEK SURYANI) dan pihak 
ke- II (TRIMOELJA D. SOERJADI, SH., LUH PUTU SUSILADEWI, 
SH. dan SINTAWATI, SE.);  
 
Berikut ini disajikan hasil kesepakatan bersama melalui mediasi 
dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2008/PN.BJN: 
KESEPAKATAN BERSAMA 
 
Pada hari ini Rabu tanggal empat belas januari tahun dua ribu sembilan 
(14-01-2009) bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro kami 
yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. M. SOEWANDHI, pekerjaan swasta, Alamat : Jl. Bhayangkara No. 81 
Sukabumi – Jawa Barat. Bertindak untuk dan atas nama ahli Waris 
Karto Sentono. Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai 
Pihak Pertama. 
2. SONY WIBISONO, ST, pekerjaan swasta, Alamat : Ds. Kec. 
Kedungadem Bojonegoro Jawa Timur. Bertindak untuk dan atas nama 
keluarga Ny. Soentyasih. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. 
Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengikat diri dalam rangka usaha 
penyelesaian secara damai atas sengketa tanah yang terletak di Jl. Polorejo 
Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Bojonegoro sebagaimana 
tersebut dalam gugatan Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro tanggal 10 Oktober 2008 No. 28/Pdt.G/2008/PN. Bjn, pada 
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proses mediasi yang dipimpin oleh Bpk. Lucius Sunarno, SH dengan hasil 
kesepakatan sebagai berikut : 
 
 Pasal 1 
Bahwa Pihak Pertama, bersedia menyerahkan sebidang tanah obyek 
sengketa seluas + 325 m2  Persil No. 131 Leter C No. 1273 a.n Zaenuri 
dengan batas-batas : 
- Sebelah Timur : Tanah Sutisna 
- Sebelah Selatan : Jalan Desa 
- Sebelah Barat : Tanah Karto Sentono 
- Sebelah Utara : Tanah Pegadaian 
Kepada Pihak Kedua, dengan syarat Pihak Kedua  
melepaskan/menyerahkan kepada Negara SHM 1152 a.n Sony Wibisono, 
ST. 
Pasal 2 
Pelepasan obyek sengketa dimaksud pada pasal 1 agar tidak terjadi 
overlaping dengan SHM No. 150/1980 An. Kartosentono untuk 
kepentingan pembagian waris. 
Pasal 3 
Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa pelaksanaan pembagian waris dan 
pelaksanaan pelepasan SHM No. 1152 kepada Negara dilakukan secara 
bersama-sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal putusan perdamaian perkara No. 28/Pdt.G/2008/Pn. Bjn. 
(diucapkan dalam persidangan) 
 ·  Bahwa Soentyasih mendapatkan bagian dari waris + 130 m2  (seratus 
tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas : 
- Sebelah Utara : Pegadaian  
- Sebelah Timur : Tanah Karto Sentono 
- Sebelah Selatan : Tanah Suci Handayani 
- Sebelah Barat : Jalan PUK 
· Ibu Suci Handayani mendapatkan bagian warisan seluas + 106 m2 
(seratus enam meter persegi) dengan batas-batas : 
- Sebelah Utara : Tanah Soentyasih  
- Sebelah Timur :  Tanah Karto Sentono 
- Sebelah Selatan : Jalan Desa 
- Sebelah Barat :  Jalan PUK 
 
Demikian kesepakatan bersama ini dibuat rangkap dua dan bermaterai 
yang cukup di mana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan seperti 
di bawah ini. 
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B. Pembahasan 
1. Implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan 
melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaian sengketa 
melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro. 
a. Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses 
Penyelesaian Sengketa Secara Umum. 
                   Pada dasarnya cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur 
litigasi (ordinary court) merupakan mekanisme penyelesaian perkara 
melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (law 
approach) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang 
berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jalur litigasi 
merupakan the last resort atau ultimum remedium, yaitu sebagai upaya 
terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau 
perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu 
atau jalan keluar. Jalur non-litigasi (extra ordinary court) merupakan 
mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi 
menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk 
dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, 
perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Salah satu 
cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati oleh para pelaku 
bisnis adalah melalui lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution). 
Pada umumnya mekanisme penyelesaian melalui jalur non-litigasi 
dianggap sebagai primum remedium/first resort (upaya awal). 
               Ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg. dalam praktek 
pelaksanaannya kadang hanya merupakan anjuran kepada para pihak 
untuk berdamai. Keberhasilan usaha perdamaian tergantung dari 
kemauan para pihak, sedang Hakim dalam mengusahakan perdamaian 
tersebut hanya sekedar himbauan belaka. Mahkamah Agung telah 
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 
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Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama 
menerapkan lembaga damai. Terhadap ketentuan dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, Mahkamah Agung 
telah menyempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor  2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang 
selanjutnya diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  01 
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
Perbedaan yang menonjol antara Peraturan Mahkamah Agung 
RI Nomor 2 Tahun 2003 dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor  01 Tahun 2008 yakni jika tidak menempuh prosedur mediasi 
maka mengakibatkan putusan batal demi hukum, sebagaimana tersebut 
dalam ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor  01 Tahun 2008, yaitu: tidak menempuh prosedur mediasi 
berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan 
pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan 
batal demi hukum. Perbedaan lainnya soal tenggang waktu, dalam 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  2 Tahun 2003 ditentukan, 
proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja (pasal 9 ayat 5), 
sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 
2008 ditentukan, proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja 
dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja (pasal 13 ayat 3 dan 
4). 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  01 Tahun 
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 1 angka 7 
berbunyi: ” Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu oleh mediator ”. Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Hakim Agung di 
Mahkamah Agung RI menyampaikan dalam acara Kelompok Kerja 
sekaligus Sosialisasi Mediasi pada tanggal 28 Juli 2009 di Pengadilan 
Tinggi Surabaya bahwa berdasar sudut penyelenggaraan peradilan, ada 
beberapa keuntungan mediasi, yaitu: 
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1). Makin banyak sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, 
akan mengurangi tekanan jumlah perkara yang masuk ke 
pengadilan. Hal ini akan berpengaruh pada kemungkinan 
penunggakan atau “pending” dalam penyelesaian perkara. Hakim 
mempunyai kesempatan mendalami sedalam-dalamnya setiap 
perkara, yang akan meningkatkan mutu putusan baik untuk 
kepentingan perkembangan hukum maupun kepentingan pihak 
yang berperkara.  
2). Pada tingkat kepercayaan sosial yang rendah terhadap reputasi 
Hakim, mediasi merupakan salah satu alat penangkal, karena 
penyelesaian mediasi ditentukan oleh pihak-pihak, bukan oleh 
Hakim.  
3). Secara berangsung-angsur berperkara di pengadilan dapat lebih 
diarahkan pada persoalan-persoalan hukum (bukan nilai perkara) 
yang kompleks dan mendasar yang akan membantu 
mempengaruhi perkembangan hukum bahkan ilmu hukum. Sesuai 
dengan kelaziman, mediasi lebih menonjol pada sengketa-
sengketa yang bersifat keperdataan, namun ada juga perdamaian 
dilakukan dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. 
Tidak jarang suatu perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan 
secara kekeluargaan. 
 
Pengertian mediasi menurut Nolan Haley dan Kovach dalam 
Suyud Margono mengandung unsur-unsur sebagai berikut:27 
1) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan 
perundingan. 
2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa 
dalam perundingan. 
3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 
mencari penyelesaian. 
4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-
keputusan selama perundingan berlangsung. 
5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa 
guna mengakhiri sengketa. 
Pengertian Mediasi mengandung makna yakni, para pihak diharapkan 
dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah 
pihak melalui jalur perundingan dengan dibantu oleh seorang 
Mediator. Adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah 
pihak diharapkan dapat meminimalisir terbuangnya waktu serta biaya 
yang akan dikeluarkan oleh mereka dalam menyelesaikan sengketa. 
                                                   
27 Suyud Margono, Op. Cit., 2000,  hlm. 59. 
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Sebenarnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah 
lama dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat tradisional kita dalam 
menyelesaikan sengketa di antara mereka. Cara ini dianggap sangat 
efektif dan merupakan tradisi yang masih hidup di masyarakat. 
Masyarakat Indonesia mempunyai basis sosiokultural yang dalam 
banyak hal, orang lebih suka mengusahakan musyawarah langsung di 
antara mereka yang bersengketa. Jika terjadi kebuntuan, barulah 
mereka minta bantuan pihak lain (kepala desa, bendesa adat di Bali, 
tokoh agama) untuk membantu memfasilitasi penyelesaiannya. 
Menurut Syahrizal Abbas, pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke 
dalam tiga unsur yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur 
tersebut berupa: ciri mediasi, peran mediator dan kewenangan 
mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda 
dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya terutama dengan 
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. 
Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang 
bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang 
dipersengketakan, mengembangkan pilihan dan mempertimbangkan 
alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai 
kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki 
kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi 
dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki 
kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi 
persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat 
berjalan sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para 
pihak.28  
Court-ordered mediations are different in nature than 
traditional mediation. Some state, Minnesota for example require 
nearly all disputants in civil cases to participate in alternative dispute 
                                                   
28 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional 
, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 7 
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resolution (ADR) processes.29 (mediasi atas perintah pengadilan adalah 
berbeda dengan mediasi tradisional. Beberapa negara, Minnesota 
sebagai contoh, menghendaki hampir semua pihak dalam kasus-kasus 
perdata untuk berpartisipasi dalam proses memilih  penyelesaian 
sengketa)  
Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 
Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan sesungguhnya merupakan institusionalisasi mediasi ke 
dalam sistem, yakni sebelum suatu perkara diperiksa di pengadilan, 
ada proses mediasi terlebih dahulu sebagai upaya alternatif bagi pihak-
pihak yang bersengketa. Di samping itu, masyarakat diharapkan dapat 
menyelesaikan sengketa dengan baik, efektif, efisien, cepat dan murah 
tanpa harus berperkara di pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut di 
atas jelas bahwa pelembagaan mediasi berperan mengeliminir 
penumpukan perkara di Pengadilan dan mengupayakan penyelesaian 
perkara yang lebih baik dan damai dalam masyarakat sesuai sosio-
kultural bangsa Indonesia. 
Pelembagaan  mediasi melalui Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor  01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor 2 Tahun 2003 diharapkan mampu mengurangi 
penumpukan perkara di pengadilan. Ada beberapa manfaat 
mediasi bagi proses pengadilan, diantaranya: 
a. Mengurangi jumlah perkara. Banyaknya penyelesaian melalui 
mediasi dengan sendirinya akan mengurangi perkara di 
pengadilan, sehingga pengadilan akan terhindar dari 
penunggakan perkara yang berlebihan atau sama sekali tidak ada 
tunggakan perkara dan majelis Hakim mempunyai waktu yang 
cukup untuk mempelajari dan menelaah setiap perkara yang akan 
meningkatkan mutu putusan. 
                                                   
29 Jack G.Marcil and Nicholas D. Thornton, “Common Reasons for Mediation Failure 
and Solution for Success”, http://www.american journal of mediation.com/docs/Avoiding Pitfalls 
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b. Dengan jumlah perkara yang lebih sedikit, penyelesaian akan 
lebih cepat atau efisien, sehingga tidak perlu ada upaya-upaya 
para pihak untuk meminta kepada Hakim atau aparat pengadilan 
agar perkaranya didahulukan yang akan menimbulkan ekses 
seperti suap-menyuap dan lain-lainnya. 
c. Jumlah perkara yang lebih sedikit, akan lebih mudah melakukan 
pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan 
melambatkan untuk tujuan tidak terpuji. 
Manfaat tersebut di atas yang mendorong dikeluarkannya 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 yang 
menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 
2003. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 
tersebut hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses  
berperkara di pengadilan. Tidak menempuh prosedur mediasi 
berdasarkan peraturan tersebut merupakan suatu pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg yang 
mengakibatkan putusan batal demi hukum (pasal 2 ayat 3 PERMA 
No. 01 Th 2008). Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, 
pihak netral (mediator) berusaha mengadakan pendekatan kepada para 
pihak untuk meminimalkan perbedaan pendapat dalam kasus yang 
dihadapi untuk mencapai suatu kesepakatan di antara mereka menuju 
pada pemecahan yang saling menguntungkan (win-win solution). 
Mediator hanya berperan untuk membantu para pihak untuk mencapai 
penyelesaian sengketanya. Untuk itu, mediator dapat secara langsung 
dan rahasia berkomunikasi dengan para pihak dan bekerja bersama-
sama untuk mencapai suatu kesepakatan. Mediator tidak memaksakan 
penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih 
memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang 
mereka inginkan.  
 Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dimaksudkan juga 
untuk mencari jalan keluar agar para pihak yang bersengketa 
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menyelesaikan secara damai dan selanjutnya dibuatkan akta 
perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator, 
dengan ketentuan bahwa para pihak harus mematuhi apa yang telah 
disepakati dalam akta perdamaian tersebut. Jika akta tersebut dibuat di 
luar pengadilan dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan, 
maka perjanjian itu mengikat bagi kedua belah pihak, apabila salah 
satu pihak lalai dalam melaksanakan perjanjian/kesepakatan maka 
pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan, namun jika 
akta perdamaian tersebut dibuat melalui proses mediasi dan dikuatkan 
dalam persidangan, para pihak akan sulit untuk tidak melakukan 
kesepakatan yang telah dibuat karena akta perdamaian tersebut 
kekuatannya sama dengan putusan perkara pada umumnya. Setelah 
putusan perdamaian diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk 
umum, terhitung sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. Secara umum orang yang menggunakan 
mediasi menemukan banyak keuntungan, diantaranya : 
1. Proses yang cepat : persengketaan yang paling banyak ditangani 
oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan 
pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. 
Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah 
satu hingga satu setengah jam. 
2. Bersifat Rahasia : segala sesuatu yang diucapkan selama 
pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh 
publik dan juga tidak ada pers yang meliput. 
3. Tidak Mahal : sebagian besar pusat-pusat mediasi publik 
menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak 
dengan biaya yang sangat murah, para pengacara tidak dibutuhkan 
dalam suatu proses mediasi. 
4. Adil : solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan masing-masing pihak, preseden hukum tidak akan 
diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi. 
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5. Berhasil Baik : pada empat dari lima kasus yang telah mencapai 
tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil 
yang diinginkan.30  
     Keuntungan lain dari Mediasi yaitu:31 
a) Memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa. 
b) Membantu melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan. 
c) Meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi 
masing-masing pihak. 
d) Mengetahui hal-hal atau isu-isu tersembunyi yang terkait dengan 
sengketa yang sebelumnya tidak disadari. 
e) Mendapatkan ide yang kreatif untuk menyelesaikan sengketa.  
Mediator harus bisa menggali sejumlah informasi awal tentang 
persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Menurut Fuller 
mediator berfungsi sebagai: 32 
a) Katalisator, mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif 
bagi diskusi dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya 
salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak. 
b) Pendidik, berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, 
keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. 
c) Penerjemah, harus berusaha menyampaikan dan merumuskan 
usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa 
atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya tetapi tanpa 
mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si 
pengusul. 
d) Nara sumber, harus mampu mendayagunakan atau 
melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang 
tersedia. 
e) Penyandang Berita Jelek, harus menyadari bahwa para pihak dalam 
proses perundingan dapat bersikap emosional. 
f) Agen Realitas, harus memberitahu atau memberi pengertian secara 
terus terang kepada satu atau para pihak bahwa sasarannya tidak 
mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah 
proses perundingan. 
                                                   
30 Achmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, STIH “IBLAM”, 
Jakarta, 2004, hlm. 24-25  
31 Buku Panduan Pelatihan Mediator, Indonesian Institute for Conflict Transformation, 
2006,  hlm. 41.  
32 Ibid,  hlm. 64. 
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g) Kambing Hitam, harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan 
apabila orang-orang yang dimediasinya tidak merasa sepenuhnya 
puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan. 
 
Tipologi mediator, menurut Moore dalam Suyud Margono 
dibedakan menjadi tiga, yaitu:33 
a) Social Network Mediators, mediator berperan dalam sebuah 
sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan 
para pihak yang bersengketa. Mediator yang berasal dari tokoh 
agama termasuk dalam tipologi ini. 
b) Authoritative Mediators, mediator adalah mereka-mereka yang 
berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk 
menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang 
kuat sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk 
mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan 
tetapi, authoritative mediators selama menjalankan perannya tidak 
menggunakan kewenangan atau pengaruhnya. Hal ini didasarkan 
pada keyakinan atau pandangan bahwa pemecahan yang terbaik 
terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya sebagai 
pihak yang berpengaruh, melainkan harus dihasilkan oleh upaya-
upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri. 
c) Independent Mediators, mediator dapat menjaga jarak antara para 
pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi. Mediator 
tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat. Budaya 
yang mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan 
mediator-mediator professional. 
 
Gary Goodpaster dalam Bambang Sutiyoso, menyatakan 
bahwa mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua 
sengketa atau tidak selalu diperlukan menyelesaikan semua 
persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan berhasil atau 
berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan beberapa syarat 
sebagai berikut:34 
1) Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding. 
2) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan. 
3) Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran 
(trade offs). 
4) Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan. 
                                                   
33 Suyud Margono, 2000,  hlm. 61. 
34 Bambang Sutiyoso. 2008. Op., Cit, hlm 60-61. 
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5) Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama 
dan mendalam. 
6) Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, 
mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat 
dikendalikan. 
7) Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak 
lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang 
mendesak. 
8) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-
kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin 
tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi. 
                          
Menurut Erman Rajagukguk dalam Bambang Sutiyoso 
bahwa mediasi akan berhasil apabila memiliki hal-hal sebagai 
berikut:35 
1) Para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka. 
2) Para pihak mempunyai kepentingan yang sama untuk 
menyelesaikan sengketa mereka dengan cepat. 
3) Litigasi dianggap oleh para pihak akan memakan waktu yang 
panjang, mahal dan akan menimbulkan pandangan buruk bagi 
kedua belah pihak karena adanya publikasi, ditambah lagi belum 
tentu menang. 
4) Walaupun para pihak dalam keadaan emosi, proses mediasi 
dianggap mereka sebagai tempat untuk bertemu dan 
menyampaikan kepentingan masing-masing. 
5) Waktu adalah inti dari penyelesaian. 
6) Mediator yang baik akan mampu membuat kedua belah pihak 
berkomunikasi. Mediasi tidak akan berhasil bila salah satu pihak 
mengajukan gugatan atau klaim sembrono dan pihak lainnya 
merasa ia akan menang melalui litigasi. Begitu juga, mediasi 
akan gagal bila salah satu pihak menunda-nunda penyelesaian 
sengketa selama mungkin, salah satu pihak atau kedua belah 
pihak memang beriktikad buruk.  
 
                       Dalam kedua perkara yang berhasil didamaikan oleh Hakim 
mediator di Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut di atas, yaitu 
perkara nomor: 07/Pdt.G/2007/PN.Bjn dan perkara nomor: 
28/Pdt.G/2008/PN.Bjn.tampak bahwa adanya itikad baik dan 
                                                   
35  Ibid., hlm. 61 – 62. 
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kepentingan yang sama dari para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa dengan cepat. 
Menurut Riskin dan Westbrook dalam Bambang Sutiyoso, 
proses mediasi dibagi menjadi lima tahapan, yaitu:36 
1) Sepakat untuk menempuh proses mediasi. 
2) Memahami masalah-masalah. 
3) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. 
4) Mencapai kesepakatan. 
5) Melaksanakan kesepakatan. 
 
     Sedangkan proses mediasi menurut Kovach dalam Bambang 
Sutiyoso  dibagi dalam sembilan tahapan, yaitu:37 
1) Penataan atau pengaturan awal. 
2) Pengantar atau pembukaan oleh mediator. 
3) Pernyataan pembukaan oleh para pihak. 
4) Pengumpulan informasi. 
5) Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus. 
6) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. 
7) Melakukan tawar menawar. 
8) Kesepakatan. 
9) Penutupan.   
Adapun Gary Goodpaster dalam Bambang Sutiyoso, 
mengemukakan bahwa proses pelaksanaan mediasi itu berlangsung 
melalui empat jenjang atau tahapan, yaitu:38 
1) Tahap pertama, Menciptakan Forum. 
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengadakan 
pertemuan bersama, pernyataan pembukaan mediator, 
membimbing para pihak, menetapkan aturan dasar perundingan, 
mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para 
pihak, mendengarkan pernyataan-pernyataan para pihak, para 
pihak mengadakan hearing dengan mediator, mengembangkan, 
menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi serta 
menciptakan interaksi model dan disiplin. 
2) Tahap kedua, Pengumpulan dan Pembagian Informasi. 
Dalam tahap ini, mediator akan mengadakan pertemuan-
pertemuan (caucus-caucus) secara terpisah guna 
mengembangkan informasi lanjutan, melakukan ekplorasi yang 
mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak, 
                                                   
36 Ibid., hlm.  62. 
37 Ibid., hlm. 62-63. 
38 Ibid, hlm 63. 
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membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan 
serta membimbing para pihak dalam tawar-menawar 
penyelesaian masalah. 
3) Tahap ketiga, Penyelesaian Masalah. 
Mediator dapat mengadakan pertemuan-pertemuan bersama atau 
terpisah sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dengan 
maksud untuk menyusun dan menetapkan agenda, merumuskan 
kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah, meningkatkan kerja 
sama, melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah, 
mengadakan pilihan penyelesaian masalah, membantu 
melakukan pilihan penaksiran, membantu para pihak dalam 
menaksir, menilai dan membuat prioritas kepentingan-
kepentingan mereka. 
4) Tahap keempat, Pengambilan Keputusan. 
Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan adalah mengadakan caucus-caucus dan pertemuan-
pertemuan bersama, melokasikan peraturan, mengambil sikap 
dan membantu para pihak mengevaluasi paket-laket pemecahan 
masalah, membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-
perbedaan, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian, 
membantu para pihak untuk membandingkan proposal 
penyelesaian masalah dengan pilihan di luar perjanjian, 
mendorong atau mendesak para pihak untuk menerima 
pemecahan masalah, memikirkan formula pemecahan masalah 
yang win-win dan tidak hilang muka, membantu para pihak 
melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka serta 
membantu para pihak membuat pertanda perjanjian. 
 
Secara garis besar tahapan yang dikemukakan Gary 
Goodpaster tersebut telah dilakukan oleh Hakim Mediator 
Pengadilan Negeri Bojonegoro. Dalam kedua perkara perdamaian di 
Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, dalam waktu 40 hari 
setelah penunjukkan Hakim Mediator, sesuai ketentuan dalam 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, maka 
Hakim mediator telah mengadakan beberapa pertemuan (caucus) 
yang diawali dengan menciptakan fórum, yaitu mempertemukan 
pihak prinsipal yang bersengketa, dalam hal ini Penasehat Hukum 
hanya berperan sebagai pendamping, jadi pihak prinsipal yang aktif 
dalam perdamaian. Hakim Mediator menerangkan keuntungan jalur 
non-litigasi dan kerugian jalur litigasi. Selanjutnya Hakim Mediator 
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
commit to user 
 
50 
 
mencari informasi dengan menggali keinginan-keinginan dan 
harapan para prinsipal di samping menekankan pentingnya itikad 
saling memberi dan menerima (take and give) dalam mencari titik 
temu yang akan menciptakan perdamaian tersebut. Tahap 
selanjutnya adalah penyelesaian masalah, Hakim Mediator meminta 
pendapat dan usulan kepada para prinsipal mengenai point-point 
perdamaian yang diinginkan masing-masing pihak, selanjutnya 
usulan perdamaian tersebut dibicarakan bersama antara para 
principal dengan bantuan Hakim Mediator untuk dicari titik temu 
dan solusinya. Keinginan berdamai dan itikad baik para principal 
sangat menentukan dalam tahap ini. Hakim Mediator harus 
menciptakan situasi yang kondusif untuk menumbuhkan itikad 
perdamaian tersebut. Setelah titik temu tercapai, maka tahap 
terakhir adalah pengambilan keputusan yang dapat diikuti dengan 
pembuatan akte perdamaian atau pencabutan perkara.  
 
b. Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses 
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Bojonegoro. 
           Administrasi penerimaan perkara perdata diawali dengan 
pendaftaran perkara yang diikuti dengan pembayaran biaya panjar di 
kepaniteraan perdata. Perkara tersebut kemudian diajukan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk ditetapkan sususan majelis 
hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis 
hakim setelah menerima berkas perkara, lalu menetapkan hari dan 
tanggal persidangan dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak yang 
bersengketa oleh juru sita. Apabila pada hari dan tanggal persidangan 
yang telah ditetapkan para pihak tidak hadir, majelis hakim dapat 
memerintahkan kepada juru sita untuk melakukan pemanggilan lagi. 
Setelah para pihak hadir, majelis hakim menerangkan bahwa sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 
2008 pasal 4 dan pasal 7 pada pokoknya ditentukan bahwa semua 
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sengketa perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan 
penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator serta wajib 
mendorong para pihak atau kuasanya untuk aktif dalam proses 
mediasi. Majelis hakim lalu memberikan kesempatan kepada para 
pihak untuk memilih mediator sesuai dengan daftar mediator, apakah 
dari hakim atau di luar hakim, apabila dari luar hakim, biaya 
ditanggung oleh para pihak dan apabila dari hakim, tidak dikenakan 
biaya. Semua perkara yang melalui proses mediasi di Pengadilan 
Negeri Bojonegoro, para pihak yang berperkara memilih hakim 
sebagai mediator. Majelis hakim lalu membuat penetapan penunjukkan 
hakim mediator dan menunda persidangan sampai ada laporan hasil 
mediasi dari hakim mediator. 
            Penetapan penunjukkan hakim mediator dari majelis hakim 
tersebut beserta salinan surat gugatan, oleh panitera pengganti lalu 
diserahkan kepada hakim mediator untuk dipelajari. Hakim mediator 
atas kesepakatan para pihak menetapkan hari dan tanggal pertemuan 
mediasi. Tenggang waktu yang diberikan kepada hakim mediator 
untuk melakukan proses mediasi paling lama 40 hari kerja dan atas 
kesepakatan para pihak, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 
paling lama 14 hari kerja. Pada pertemuan pertama, hakim mediator 
terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menerangkan bahwa sesuai 
dengan penetapan dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut 
dirinya ditunjuk sebagai hakim mediator dan kepada para pihak juga 
diminta untuk memperkenalkan diri dengan maksud agar dalam proses 
mediasi terjalin suasana kekeluargaan serta ditanya pula apa yang 
menjadi latar belakang persengketaan ini hingga sampai ke pengadilan. 
Selanjutnya hakim mediator menerangkan kembali kepada pihak 
Tergugat maksud dan tuntutan gugatan Penggugat, sekalipun pihak 
Tergugat sudah menerima salinan surat gugatan. Adakalanya para 
pihak apabila bertemu masing-masing saling mengaku bahwa 
dirinyalah yang merasa benar, maka terhadap situasi yang demikian, 
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hakim mediator mengadakan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator 
dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh para pihak lainnya. 
Kendala yang dihadapi oleh hakim mediator yaitu menghadirkan para 
pihak prinsipal khususnya pihak prinsipal yang telah memberikan 
kuasa kepada advokat/pengacara, pada hal kehadiran pihak prinsipal 
bisa lebih cepat menentukan sikap apakah akan diselesaikan melalui 
jalur mediasi atau tidak. Selanjutnya hakim mediator mendengarkan 
kemauan dari masing-masing pihak , apa yang diinginkan dan yang 
tidak diinginkan. Hakim mediator selalu memberikan penjelasan 
keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi, diantaranya atas 
kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, para pihak tidak ada yang 
merasa kalah ataupun menang dan kesepakatan langsung mengikat 
para pihak serta apabila diantara para pihak masih ada hubungan 
keluarga, hubungan kekeluargaan diharapkan masih tetap terjalin. 
Sekalipun hakim mediator sudah memberikan pemahaman mengenai 
mediasi dan pokok persoalan serta gambaran mengenai 
ketentuan/dasar hukum dari sengketa tersebut dengan kalimat dan 
bahasa yang mudah dimengerti, yang terpenting adalah sikap/niat dari 
para pihak itu sendiri.  
           Apabila terjadi kesepakatan, pada pertemuan berikutnya para 
pihak wajib membuat rumusan kesepakatan. Rumusan kesepakatan 
tersebut wajib dikoreksi oleh hakim mediator untuk menghindari 
adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak 
dapat dilaksanakan atau yang membuat iktikad tidak baik. Kesepakatan 
tersebut lalu ditanda tangani oleh para pihak dan hakim mediator. Jika 
dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasanya, para pihak 
wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang 
telah dicapai. Atas kesepakatan para pihak, kesepakatan yang telah 
ditanda tangani oleh para pihak dan hakim mediator, dapat dimintakan 
kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut 
untuk dikuatkan dalam bentuk  putusan perdamaian . Apabila  para 
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pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam 
bentuk akta perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula 
pencabutan gugatan dan atau kausula yang menyatakan perkara telah 
selesai. Hakim mediator wajib memberikan laporan secara tertulis 
kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut 
mengenai berhasil tidaknya proses mediasi. Apabila proses mediasi 
tidak berhasil, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai 
dengan hukum acara dan menjelaskan bahwa proses perdamaian masih 
dimungkinkan selama belum ada putusan. 
          Dalam proses mediasi, persoalan yang mendasar dan yang 
dihadapi oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah 
jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau 
kemauan untuk melakukan mediasi. Hal ini disebabkan di samping 
karena kemampuan para pihak untuk melihat sebuah alternatif dalam 
menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, juga karena 
persoalan/persengketaan tersebut rata-rata pernah dimusyawarahkan 
oleh kepala desa akan tetapi tidak berhasil. Dalam kondisi yang seperti 
itu, hakim mediator selalu berusaha mendorong para pihak untuk dapat 
melihat dan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dengan 
harapan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari 
proses mediasi yang ditawarkan.  
           Pelaksanaan lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor  01 Tahun 2008 yang menggantikan Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini 
terbukti dari 75 perkara yang masuk sejak tahun 2006 sampai tahun 
2008 hanya 3 perkara yang berhasil diselesaikan melalui lembaga 
mediasi. Data tersebut, secara kuantitatif memberi indikasi bahwa 
pelaksanaan lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak 
berhasil. Hal ini disebabkan diantaranya karena keterbatasan jumlah 
hakim serta tidak adanya hakim mediator yang pernah mengikuti 
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pelatihan mediasi dan bersertifikat, sesuai hasil wawancara dengan 
Pudji Widodo, Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 26 
Oktober 2009, yaitu: 
“ untuk kelas I B seperti Pengadilan Negeri Bojonegoro, 
idealnya jumlah hakim sekitar 12 orang, namun saat ini hanya 
berjumlah 6 orang hakim, 2 diantaranya sebagai Hakim 
Mediator. Dalam setiap rapat para hakim, khususnya kepada 
Hakim Mediator selalu saya sampaikan sekalipun belum 
pernah mengikuti pelatihan mediasi agar dengan segala 
kemampuan yang ada melaksanakan secara sungguh-sungguh 
tata cara mediasi dan bisa memahami karakter serta keinginan 
dari para pihak, selanjutya mencari solusi untuk tercapainya 
perdamaian “. 
 
Lain halnya pendapat I Wayan Sukanila, Hakim Mediator pada 
Pengadilan Negeri Bojonegoro, hasil wawancara pada tanggal 26 
Oktober 2009 sebagai berikut: 
“ dalam hal mediasi, salah satu faktor untuk tercapainya 
mediasi yaitu adanya niat yang baik dari para pihak serta 
adanya pemahaman bahwa melalui proses mediasi di samping 
tidak memerlukan proses yang panjang juga para pihak tidak 
ada yang merasa menang ataupun merasa kalah. Dengan 
tercapainya mediasi, kesepakatan bersama yang telah dibuat 
langsung bisa dilaksanakan “. 
 
Ketidakberhasilan proses mediasi adakalanya dipengaruhi oleh pihak 
ke tiga, sebagaimana hasil wawancara dengan Edi Prasetyo, Kepala 
Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 
1 April 2009 sebagai berikut: 
“ sengketa yang ada di pengadilan khususnya yang berhubungan 
dengan tanah maupun warisan, semuanya sudah pernah 
diupayakan untuk diselesaikan di desa. Pada dasarnya sebagian 
masyarakat berkeinginan agar permasalahan cukup diselesaikan 
di desa saja dengan maksud agar tidak berkepanjangan dan 
hubungan kekeluargaan tetap terjalin, namun yang bikin repot 
manakala ada pihak ketiga yang masuk, permasalahan menjadi 
berkembang yang mengakibatkan perundingan menjadi gagal “.  
 
Dalam prakteknya, sikap para pihak dalam melakukan proses mediasi 
bukan karena adanya niat baik ataupun keinginan hati, bukan karena 
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melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui 
mediasi atau melihat adanya keuntungan dari mediasi, akan tetapi 
karena kekhawatiran apabila tidak melalui proses mediasi putusan dari 
majelis hakim akan menjadi batal demi hukum. Selain itu, 
kecenderungan para pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan 
yaitu untuk mencari keadilan yang diwujudkan dalam suatu putusan 
dan tidak untuk melakukan perundingan. Hal ini senada dengan hasil 
wawancara pada tanggal 6 April 2009 dengan Tri Astuti Handayani, 
Advokat/Pengacara di Bojonegoro sebagai berikut: 
“ kecenderungan klien yang menghubungi advokat/pengacara 
tujuannya adalah untuk menggugat di pengadilan bukan untuk 
suatu perundingan. Hal ini menyebabkan banyak 
advokat/pengacara yang enggan memberikan pengertian 
tentang kewajiban untuk menempuh mediasi. Mereka 
beranggapan bahwa dengan menganjurkan mediasi merupakan 
indikasi kekurangyakinan advokat/pengacara terhadap kasus 
tersebut “.  
 
Demikian pula pendapat Ruslan Mulyadi, warga yang pernah 
menggunakan jasa lembaga mediasi, beralamat di: Dusun Kenting 
Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, 
wawancara pada tanggal 17 Maret 2009 sebagai berikut: 
“ ….. daripada membuang waktu dan menambah biaya 
perjalanan, lebih baik diteruskan saja di persidangan karena 
saya menginginkan adanya putusan dari pengadilan “. 
 
             Pemahaman mengenai arti mediasi dan manfaatnya bagi 
masyarakat pencari keadilan di Bojonegoro belum maksimal. Banyak 
masyarakat yang memahami mediasi hanya sekedar bertemu dengan 
mediator, akan tetapi tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses 
mediasi tersebut. Pengadilan Negeri Bojonegoro sendiri belum pernah 
secara khusus mengadakan sosialisasi mengenai mediasi, baru sebatas 
melaksanakan proses mediasi terhadap perkara yang masuk. 
Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat 
penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi) harus dilakukan 
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terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat akan 
mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses 
penyelesaian perkara melalui mediasi. Filosofi dari Alternative Dispute 
Resolution khususnya mediasi adalah sukarela dan untuk membantu, 
bukan untuk membebani. 
 
2. Faktor-Faktor Penyebab Implementasi Kebijakan Pelembagaan 
Mediasi Dalam Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Lembaga Mediasi 
di Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berhasil. 
a. Analisis Putusan/Akta Perdamaian 
            Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor 01 Tahun 2008 
pasal 17 ayat (6) ditentukan, jika para pihak tidak menghendaki 
kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, 
kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan 
dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Sebagai 
contoh dalam perkara perceraian nomor: 15/Pdt.G/2008/ PN.BJN., 
para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketanya, namun kesepakatan 
tersebut tidak perlu dikuatkan dalam putusan perdamaian, cukup 
dengan pencabutan perkara oleh pihak penggugat.  Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Tri Astuti Handayani, pengacara/advokat di 
Bojonegoro tanggal 1 Mei 2009 diperoleh keterangan bahwa: 
“Adanya proses mediasi sangat membantu para pihak 
menyelesaikan sengketa. Dalam proses mediasi tersebut ada 
yang dikenal dengan kaukus. Dalam perkara perceraian, 
kaukus sangat cocok untuk diterapkan, di sini salah satu 
pihak dapat mengemukakan hal-hal yang sebenarnya terjadi 
untuk selanjutnya dicari pemecahan dengan harapan para 
pihak dapat rujuk kembali.“ 
Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
peradilan khususnya dalam hal memberikan putusan kepada para pihak 
pencari keadilan dirasa masih terus berlanjut. Hal ini nampak dari 
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jumlah perkara yang meningkat dan menumpuk di Mahkamah Agung. 
Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan 
Peraturan Mahkamah RI Nomor  01 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan yang menggantikan Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor 2 Tahun 2003. Dengan kebijakan tersebut 
dihubungkan dengan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg. mendorong 
para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian 
lebih intensif dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam 
prosedur berperkara di pengadilan negeri.   
 Analisis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 
2008 tentang pelembagaan mediasi dalam proses peradilan dilakukan 
berdasar atas pendekatan yuridis, yaitu mencari dan menentukan 
berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan 
sosiologis dimaksudkan untuk menemukan kesesuaian penerapan 
hukum itu dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, 
sedangkan pendekatan filosofis digunakan karena berintikan rasa 
keadilan dan kebenaran, sebagai berikut: 
1) Kajian Yuridis. 
a) Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi.  
    Apabila suatu perkara (sengketa) diajukan ke 
persidangan, maka berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 
RBg, Hakim pengadilan negeri wajib lebih dahulu berusaha 
mendamaikan pihak yang bersengketa. Praktek selama ini 
Hakim mempersilahkan kedua belah pihak dalam suatu jangka 
waktu tertentu (relatif singkat) mengusahakan sendiri untuk 
menyelesaikan sengketa mereka. Dalam proses ini Hakim 
umumnya bersifat pasif. Peran Hakim terbatas pada memberi 
nasehat/alternatif penyelesaian sengketa saja. Pada umumnya 
berdasarkan kenyataan suatu perkara/sengketa diajukan ke 
pengadilan setelah semua upaya penyelesaian yang dilakukan 
sebelumnya (di luar pengadilan) tidak membawa hasil. Jika 
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tercapai perdamaian, maka dibuat suatu akta perdamaian yang 
mempunyai kekuatan seperti halnya putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika pihak yang berperkara 
tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri 
sengketa mereka seperti dianjurkan oleh Hakim di dalam 
persidangan maka proses persidangan dimulai sampai ada 
putusan. Jika proses persidangan telah berjalan Hakim tidak 
berusaha lagi untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. 
     Hasil wawancara dengan Puji Widodo, Ketua 
Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Maret 2009 diperoleh 
keterangan bahwa:  
“Pada permulaan sidang dimana, kedua belah pihak 
hadir, Hakim diwajibkan untuk berusaha mendamaikan 
mereka (pasal 130 HIR). Peraturan ini adalah kurang 
tepat, oleh karena pada permulaan sidang, Hakim 
belum dapat mengetahui bagaimana duduk perkara 
sesungguhnya. Baru setelah pemeriksaan perkara 
berjalan, Hakim dapat mempunyai gambaran tentang 
duduknya persengketaan antara kedua belah pihak. 
Namun, dengan adanya PERMA Nomor: 01 tahun 
2008, apabila proses pemeriksaan perkara perdata tidak 
melalui mediasi, maka putusannya batal demi hukum. 
Dalam pelaksanaan PERMA tersebut dirasa tidak 
efektif karena kurangnya pengetahuan tentang mediasi 
dari para pihak maupun masuknya pihak ketiga yang 
mempunyai kepentingan atas obyek sengketa“ 
    Penyelesaian sengketa perdata dengan cara perdamaian 
ini dimaksudkan untuk mencari jalan keluar agar pihak yang 
bersengketa menyelesaikan secara damai dan selanjutnya 
dibuatkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh para 
pihak. Menurut ketentuan bahwa para pihak harus mematuhi 
apa yang telah disepakati dalam akta perdamaian tersebut.  Jika 
akta tersebut dibuat di luar pengadilan dalam bentuk akta 
otentik dan akta di bawah tangan maka perjanjian itu mengikat 
kedua belah pihak.  
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      Dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor  01 Tahun 2008 disebutkan, jika 
mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak 
dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis 
kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak 
dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili 
oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis 
persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak 
menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi 
kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan 
yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat 
dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnomo, 
Pengacara/Advokat di Bojonegoro pada tanggal 1 April 2009 
diketahui bahwa: 
“ Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi di 
samping harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak, 
juga harus dituangkan dalam putusan Hakim. Dengan 
putusan itu, apabila salah satu pihak tidak mentaati isi 
kesepakatan yang telah dibuat, maka pihak lain dapat 
langsung mengajukan eksekusi.“ 
   Pendapat tersebut didukung oleh Mochamad Mansur, 
warga yang pernah menggunakan jasa mediasi, beralamat di 
jalan Dr.Soetomo 29 Bojonegoro berdasarkan hasil wawancara 
pada tanggal 1 April 2009 yang menyatakan bahwa: 
“ ….. apabila sudah ada titik terang yang mengarah pada 
kesepakatan, segera dibuatkan kerangka kesepakatan, 
jangan sampai ada pengaruh pihak ke tiga yang pada 
akhirnya bisa mempengaruhi batalnya kesepakatan. 
Kesepakatan itu harus dibuat di persidangan “ 
     Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor  01 Tahun 2008 ditegaskan bahwa “ setiap Hakim, 
mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur 
penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam 
peraturan ini “. Dalam PERMA tersebut upaya damai 
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dilakukan melalui lembaga mediasi dengan dibantu mediator, 
baik dari salah satu Hakim mediator Pengadilan Negeri tersebut 
(di luar anggota majelis) atau ditunjuk mediator resmi di luar 
pengadilan oleh para pihak. Melalui lembaga mediasi ini, 
Hakim bersifat pasif karena hanya sebagai perantara dengan 
mengeluarkan penetapan penunjukkan mediator dan 
mengukuhkan akta perdamaian dalam suatu putusan 
perdamaian. Hal ini berarti bahwa peranan Hakim dalam usaha 
menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa secara damai 
adalah sangat penting, sehingga Hakim dalam setiap perkara 
yang dihadapinya harus bersifat aktif untuk selalu 
mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang 
berperkara. Dengan demikian dalam perkara perdata Hakim 
harus membantu para pihak yang berperkara dan berusaha 
semaksimal mungkin mengantisipasi segala hambatan dalam 
rangka menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi guna 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
sesuai asas yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
      Peranan pengacara/advokat sangat penting dalam hal 
memberikan nasehat kepada kliennya agar menggunakan 
mediasi, sebelum upaya penyelesaian sengketanya melalui 
cara–cara ajudikasi. Untuk klien yang telah mengenal proses 
ini, mungkin tidak begitu berat bagi seorang pengacara/advokat 
untuk menyakinkan kliennya. Namun, lebih sulit bila klien 
yang dihadapi adalah klien yang belum terbiasa dengan proses 
mediasi. Akan tetapi, yang lebih penting adalah pengetahuan 
dan keyakinan pengacara/advokat tentang proses mediasi itu 
sendiri karena tanpa pengetahuan tentang mediasi, dan 
keyakinan akan berhasil dalam proses mediasi, 
pengacara/advokat tersebut tidak akan mampu menyakinkan 
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klien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Astuti 
Handayani, pengacara/advokat di Bojonegoro tanggal 6 April 
2009 diperoleh keterangan bahwa:  
“Kecenderungan klien yang menghubungi 
pengacara/advokat adalah untuk menggugat di 
pengadilan, bukan untuk suatu perundingan. Hal ini 
menyebabkan banyak pengacara/advokat yang enggan 
memberikan pengertian tentang kewajiban untuk 
menempuh mediasi. Mereka beranggapan bahwa dengan 
menganjurkan mediasi, merupakan indikasi 
kekurangyakinan pengacara/advokat  terhadap kasus 
tersebut.“ 
b) Kekuatan Eksekutorial.  
                 Ketentuan dalam pasal 1858 KUH Perdata merumuskan 
bahwa segala perdamian mempunyai diantara pihak suatu 
kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat 
penghabisan.  Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan 
ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, maka penjabarannya adalah 
sebagai berikut:  
Ø Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan 
perdamaian (dading) disamakan seperti putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar yang 
melekatkan kekuatan hukum tetap pada putusan 
perdamaian ialah undang – undang sendiri, seperti yang 
dapat dlihat dari pasal 1858 KUH Perdata dan pasal 130 
HIR, menggunakan istilah “ berkekuatan hukum dan akan 
dijalankan sebagai putusan yang biasa”. Sekalipun kedua 
pasal di atas tidak persis sama bunyi kalimatnya, namun 
maksud dari kedua istilah itu sama dengan pengertian 
umum bahwa putusan perdamaian serupa dengan putusan 
Hakim (pengadilan) yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
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Ø Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan 
kasasi.  Berbeda dengan persetujuan perdamaian berbentuk 
akta perdamaian yang dibuat para pihak di luar campur 
tangan pengadilan, terhadap akta perdamaian yang seperti 
itu masih terbuka hak para pihak untuk mengajukannya 
sebagai gugatan perkara. Berarti hanya terhadap putusan 
perdamaian yang tertutup upaya hukum banding dan kasasi. 
Karena pada saat putusan perdamaian terwujud, sudah 
melekat pada putusan perdamaian nilai kekuatan hukum 
seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.  
Ø Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi. Pada 
setiap putusan perdamaian atau akta perdamaian memiliki: 
- kekuatan hukum mengikat, dan  
- kekuatan hukum eksekusi.  
 
      Putusan perdamaian persis sama dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang di dalamnya 
melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihak dan para 
pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Para pihak 
mesti mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi yang 
tercantum dalam putusan perdamaian. Berlaku pula ketentuan 
pasal 1339 dan pasal 1348 KUH Perdata. Para pihak harus 
mentaati dan memenuhi isi putusan perdamaian tidak hanya 
menurut bunyi rumusannya, tetapi juga dari segi tujuan, dari 
segi sifat perdamaian itu sendiri, dan juga menurut kepatuhan 
serta kebiasaan. Selain itu, melekat pula di dalamnya kekuatan 
hukum eksekutorial. Artinya, apabila salah satu pihak enggan 
melaksanakan isi persetujuan perdamaian “secara suka rela”, 
pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada 
pengadilan negeri, supaya pihak yang ingkar tadi dipaksa 
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memenuhi isi putusan perdamaian dan jika perlu diminta 
bantuan kekuasaan umum (kepolisian). 
     Salah satu kelebihan dari proses penyelesaian sengketa 
melalui mediasi adalah adanya diskusi yang terbuka antara para 
pihak yang bersengketa, dalam mencapai kesepakatan. Hal-hal 
yang sulit dan tak mungkin terungkap dalam negosiasi antara 
para pihak sendiri, dengan bantuan dan keahlian mediator, 
dapat diungkapkan dalam proses mediasi, keterbukaan ini 
terjadi karena para pihak yakin dan percaya akan netralitas dari 
mediator sehingga tidak ragu-ragu untuk mengemukakan 
informasi-informasi penting, yang kepada 
pengacara/advokatnya pun tidak akan diungkapkan.  
     Sehubungan dengan keterbukaan informasi dalam proses 
mediasi, dapat menimbulkan masalah mengenai kerahasiaan 
informasi yang diberikan, yaitu apakah ada jaminan bahwa 
informasi yang diberikan selama proses mediasi mendapat 
perlindungan hukum untuk tidak diungkapkan dalam proses 
penyelesaian sengketa lain pada kasus yang sama atau kepada 
pihak ketiga. Informasi yang dikemukakan selama 
berlangsungnya proses mediasi, mendapat perlindungan hukum 
untuk tidak dikemukakan pada proses yang lain atau pihak 
ketiga. Perlindungan ini biasanya diberikan oleh ketentuan 
hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, kontrak, hak-
hak istimewa, maupun undang-undang khusus. Mengenai hal 
ini, pengakuan, pernyataan atau hal-hal yang terungkap dalam 
proses mediasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti 
dalam proses mediasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat 
bukti dalam proses persidangan. Pasal 19 ayat (1) Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, menyebutkan 
bahwa jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan 
dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat 
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digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara 
yang bersangkutan atau perkara lainnya. Hal ini bertujuan agar 
proses mediasi tidak disalahgunakan oleh pihak yang beritikad 
tidak baik untuk menjebak lawan dengan berpura – pura ingin 
berdamai, padahal mereka memiliki niat yang tidak baik, 
sehingga proses mediasi ini dapat digunakan untuk melindungi 
yang beritikad baik. Selain itu, hal ini baik dilakukan agar para 
pihak tidak merasa takut untuk mengungkapkan fakta di dalam 
proses mediasi.  
       Apabila tidak terjadi kesepakatan, segala sesuatu 
dokumen, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses 
mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses 
persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. 
Demikian juga dalam pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa 
mediator atau salah satu pihak yang terlibat juga tidak dapat 
diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang 
bersangkutan. 
c) Syarat Perdamaian 
      Sampai saat ini masih banyak orang yang mengatakan 
bahwa perdamaian terhadap suatu masalah dapat diselesaikan 
oleh mereka sendiri, sehingga hal – hal yang berkaitan dengan 
perdamaian langsung dikatakan dengan menyelesaikan suatu 
masalah atau perkara secara perdamaian, sehingga tidak perlu 
diajukan di depan sidang pengadilan. Sebenarnya suatu 
perdamaian mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus 
dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perdamaian 
tersebut. Syarat-syarat perdamaian tidak dijelaskan secara rinci 
dalam pasal-pasal yang memuat tentang perdamaian, tetapi 
syarat-syarat perdamaian itu dapat disimpulkan dari pasal 1851 
KUH Perdata. Sementara ada yang menyimpulkan dari pasal 
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1851 KUH Perdata dan pasal 130 HIR bahwa syarat formal 
putusan perdamaian, yaitu: 
- Persetujuan kedua belah pihak  
Yang dimaksud persetujuan kedua belah pihak adalah kedua 
belah pihak yang bersengketa sama – sama menyetujui 
dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan harus 
murni datang dari kedua belah pihak, artinya persetujuan 
bukan kehendak sepihak atau kehendak Hakim.   
- Mengakhiri suatu perkara/ sengketa 
 Yaitu suatu putusan perdamaian yang benar – benar untuk 
mengakhiri perkara yang terjadi antara kedua belah pihak. 
Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka putusan dianggap 
tidak sah dan tidak mengikat kedua belah pihak. 
 
2) Kajian Sosiologis  
Salah satu faktor penyebab hilangnya kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga pengadilan adalah sistem peradilan 
yang terlampau formal dan teknis. Sifat formal dan teknis pada 
sistem peradilan mengakibatkan penyelesaian sengketa lambat 
sehingga membutuhkan waktu yang lama, pada hal masyarakat 
menghendaki penyelesaian yang cepat dan biaya murah. 
Menghadapi kenyataan lambatnya proses penyelesaian sengketa 
dan beratnya beban yang harus dikeluarkan oleh para pihak melalui 
proses litigasi, muncul adanya pemikiran cara penyelesaian 
sengketa di luar proses litigasi, diantaranya melalui mediasi. 
Mediasi adalah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana 
pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan 
pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan 
perjanjian yang memuaskan. Mediator tidak mempunyai 
kewenangan untuk memutus sengketa. Mediator hanya membantu 
para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di antara 
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mereka. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 
2008 ditegaskan bahwa setiap Hakim, mediator dan para pihak 
wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. 
PERMA ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan 
proses berperkara di pengadilan.  
 Dalam penentuan mediator, para pihak mempunyai hak 
untuk memilih sendiri mediator sesuai dengan daftar nama-nama 
mediator yang ada di pengadilan. Di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro oleh karena tidak terdapat mediator yang bersertifikat 
maka yang ditempatkan dalam daftar mediator adalah para Hakim. 
Sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa dari dan oleh para 
pihak yang bersengketa, mediasi dapat dipandang sebagai pranata 
sosial, bukan pranata hukum. Dengan demikian perkembangan atau 
keberhasilan mediasi sangat tergantung pada sikap sosial 
masyarakat yang bersengketa. Aturan-aturan hukum yang bersifat 
mengatur dapat dikesampingkan demi mencapai kesepakatan 
mediasi. Tentu saja aturan yang bersifat memaksa tidak dapat 
dikesampingkan. Kesepakatan dalam mediasi juga tidak 
dibenarkan kalau bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan dan kepentingan umum. 
 
3) Kajian Filosofis. 
Pelembagaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor  01 Tahun 2008 bertujuan untuk mengurangi 
penumpukan jumlah perkara yang bermuara ke Mahkamah Agung. 
Dalam PERMA tersebut hanya khusus diberlakukan terhadap 
perkara-perkara perdata yang telah diajukan di pengadilan. 
Keberhasilan pelembagaan tersebut ditentukan oleh peran sertanya 
para pihak yang bersengketa, Hakim dan mediator. Penyelesaian 
terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata, pada umumnya 
ditempuh melalui jalur pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa 
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melalui cara mediasi mempunyai kelebihan apabila dibandingkan 
dengan berperkara di muka pengadilan yang memerlukan waktu 
lama, biaya dan pikiran/tenaga. Di samping itu, kurangnya 
kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala 
administrasi yang melingkupinya membuat pengadilan sebagai 
pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa. Mediasi memberikan 
kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya 
penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan 
bersama tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Dengan demikian, 
solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya 
untuk mencapai win-win solution tersebut ditentukan oleh beberapa 
faktor, di antaranya: 
a) Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa 
lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil 
yang saling menguntungkan, dengan catatan, bahwa 
pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang 
menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan 
para pihak. Apabila kepentingan menjadi fokusnya, para pihak 
akan lebih terbuka untuk berbagi kepentingan, sebaliknya, jika 
tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup 
diri karena itu menyangkut harga diri mereka. 
b) Kemampuan yang seimbang dalam proses musyawarah. 
Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan 
adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang 
lainnya. 
Penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bojonegoro 
dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 75 perkara yang 
kesemuanya telah dilakukan melalui proses mediasi, namun hanya 3 
perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, yaitu 
perkara nomor: 7/ Pdt.G/ 2007/ PN.BJN, nomor: 15/ Pdt.G/ 2008/ 
PN.BJN dan nomor: 28/ Pdt.G/ 2008/ PN.BJN. Hal ini menunjukkan 
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bahwa sebagian besar para pihak menghendaki dan beranggapan 
bahwa pengadilan adalah the first and the last resort, sebagai jalan 
pertama dan terakhir bagi penyelesaian sengketa untuk mencari 
kebenaran dan keadilan. Kenyataan sebenarnya, bahwa putusan 
pengadilan tidak didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan 
lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan 
kepastian hukum. 
                
b. Faktor Penyebab Ketidak-berhasilan Pelembagaan Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dari Segi Kebijakan 
Publik. 
Pada masa transisi dari masyarakat agraris (pedesaan) ke 
masyarakat industri (perkotaan), cara penyelesaian sengketa 
tradisional dengan bantuan pemuka masyarakat, tokoh adat dan 
agama atau sesepuh keluarga cenderung terbatas pada sengketa 
keluarga, perkawinan dan warisan. Pada kelompok masyarakat di 
mana sistem tradisional ini melembaga dan membudaya, peranan 
figur dianggap tidak efektif lagi, apalagi untuk menyelesaikan 
sengketa-sengketa modern. Masyarakat masa kini menilai 
kemampuan seseorang untuk membantu menyelesaikan masalah tidak 
lagi hanya berdasarkan pada lanjutnya usia, padatnya pengalaman 
atau kearifan orang tersebut. Dalam mencari penengah, masyarakat 
menuntut penengah yang memiliki pengetahuan mengenai 
permasalahan yang dihadapi dan telah mencapai prestasi tinggi di 
bidang obyek sengketa dan lingkungan sosialnya. Jalan lain yang 
banyak ditempuh oleh masyarakat sekarang untuk menyelesaikan 
sengketa adalah jalur hukum. Dengan berkembangnya kesadaran 
hukum masyarakat dan melemahnya pengaruh lembaga-lembaga 
tradisional, anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak 
lain sering mencari keadilan ke lembaga peradilan resmi. 
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Dalam perkembangannya, kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga peradilan dirasa menurun. Rendahnya kepercayaan 
masyarakat dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dimohonkan 
kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa putusan 
pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dianggap belum mampu 
mewujudkan keadilan. Untuk mengurangi rendahnya kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga peradilan, diperlukan adanya suatu cara 
penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, menembus akar 
permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan bagi 
pihak yang bersengketa. Adanya cara penyelesaian sengketa ini akan 
mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan 
tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam 
masyarakat. Gambaran tersebut di atas, menunjukkan pentingnya 
melembagakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur 
litigasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Michelle Robinson,39 In the 
last twenty-five years, mediation has became an increasingly 
important part of the worlds “cultural and legal landscape” 
Mediation has became formalized, institutionalized, applied in many 
different settings and ways, and incorporated into administrative and 
regulatory processes.(Dalam dua puluh lima tahun terakhir, mediasi 
menjadi suatu bagian yang bertambah penting dalam dunia “ budaya 
dan pandangan hukum”. Mediasi telah menjadi formal, melembaga, 
dipergunakan dengan beberapa pengaturan dan cara-cara yang 
berbeda, dan diakui sebagai badan hukum administrasi dan proses-
proses pengaturan). Pelembagaan di sini tidak terbatas pada 
pengertian adanya suatu badan atau organisasi, namun mencakup pula 
adanya perangkat-perangkat lembaga yang memungkinkan adanya 
                                                   
39 Michelle Robinson, “Mediator certification:Realizing its potentials and coping with its 
limitations”, http://www.acctm.org/docs 
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proses perundingan. Suatu fungsi atau proses akan dilembagakan jika 
memenuhi beberapa kriteria yang meliputi:40 
a. Konsistensi/kebakuan pelaksanaan fungsi atau proses tersebut. 
b. Sistematisasi atau aturan main yang jelas. 
c. Kesinambungan yang tidak tergantung pada satu atau dua individu. 
d. Keberhasilan yang tidak tergantung pada satu atau dua individu.  
 Pelembagaan mediasi khususnya, dan kebijakan negara 
apapun pada umumnya, sebenarnya mengandung resiko untuk 
gagal. Hoogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul Wahab 
menyatakan bahwa: “Pengertian kegagalan kebijakan (policy 
failure) dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu: tidak 
terimplementasikan (non implementation) dan implementasi yang 
tidak berhasil (unsucsesfull implementation).”41 Tidak 
terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak 
dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak 
yang terlibat di dalam pelaksanaanya tidak mau bekerja sama atau 
telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena 
mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau kemungkinan 
permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya sehingga 
betapapun gigih usaha mereka, hambatan–hambatan yang ada tidak 
sanggup mereka tanggulangi akibatnya, implementasi yang efektif 
sukar untuk dipenuhi. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif 
apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi 
anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan 
manusia sebagai anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang 
diinginkan oleh pemerintah. Apabila perilaku atau perbuatan mereka 
tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka suatu kebijakan 
publik menjadi tidak efektif. 
                                                   
40 Suyud Margono, 2000, Op. Cit., hlm. 89. 
41 Solichin Abdul Wahab, Loc. Cit, hlm. 62. 
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Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, lembaga mediasi 
dalam penerapannya dilihat dari tiga komponen, yaitu:42 
1) Struktur hukum yang mencakup institusi-institusi penegakan 
hukum termasuk penegak hukumnya,  
2) Substansi hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan 
pengadilan, dan  
3) Kultur hukum mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara 
berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukumnya 
maupun dari warga masyarakat.  
 
 Adapun masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1) Komponen Struktur Hukum 
a) Mediator 
Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor: 1 tahun  
2008 berbunyi:  
“ Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada 
hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan 
hukum yang bersertifikat mediator, hakim di 
lingkungan pengadilan yang bersangkutan 
berwenang menjalankan fungsi mediator ”.  
 
Apabila dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan 
tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada 
pengadilan yang bersangkutan dapat di tempatkan dalam 
daftar mediator (Pasal 9 ayat (3) PERMA Nomor  01 
Tahun 2008). Para pihak berhak memilih mediator sendiri 
sesuai dengan nama mediator yang ada dalam daftar nama 
di pengadilan yang bersangkutan. Selanjutnya ketentuan 
Pasal 15 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor  01 Tahun 2008 
menyatakan: “Mediator wajib mempersiapkan usulan 
jadual pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas 
                                                   
42 Lawrence M. Friedman,  Loc.Cit,  hlm 7-9. 
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dan disepakati serta mediator wajib mendorong para pihak 
secara langsung berperan dalam proses mediasi. 
       Berbagai fungsi dan peran mediator yaitu; 
mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar, 
menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara 
para pihak, menerangkan proses dan mendidik para pihak 
dalam hal berkomunikasi yang baik, membantu para pihak 
untuk menghadapi situasi dan kenyataan serta mengakhiri 
proses bilamana sudah tidak ada kesepakatan. Berdasarkan 
wawancara dengan Pudji Widodo, Ketua Pengadilan 
Negeri Bojonegoro tanggal 11 Maret 2009 diperoleh 
informasi bahwa: 
“Seorang mediator harus bisa menyimpulkan 
kepentingan para pihak dan selanjutnya 
memformulasikan kepentingan tersebut sebagai 
pokok permasalahan. Pokok masalah merupakan 
dasar dari agenda perundingan dan harus disiapkan 
oleh mediator secara spesifik dan netral “. 
 
            Dalam proses mediasi, mediator harus bisa 
memahami dan selanjutnya mengidentifikasi topik 
permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang 
akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan 
dibahas dalam perundingan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Ernia Miefta Wulandari, Pengacara/Advokat di 
Bojonegoro tanggal 11 Maret 2009 diperoleh informasi 
bahwa: 
“Seorang mediator harus menguasai permasalahan 
yang menjadi sengketa, peraturan-peraturan yang 
menjadi dasar sengketa dan memecahkan serta 
mencari beberapa alternatif untuk mengakhiri 
sengketa dan selanjutnya ditawarkan kepada kedua 
belah pihak “. 
       Dari segi prosedur pendayagunaan lembaga mediasi 
yang dilihat adalah bagaimana para pihak yang bersengketa 
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memperoleh penyelesaian melalui lembaga mediasi. Pada 
dasarnya para pihak memilih mediator yang disediakan sesuai 
dengan daftar yang ada di Pengadilan Negeri. Mediator adalah 
pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan 
sebuah penyelesaian. Adapun yang dapat menjadi mediator 
adalah Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang 
bersangkutan atau orang yang mempunyai sertifikasi sebagai 
mediator. 
         Mediator adalah merupakan ujung tombak dalam 
mengembangkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa. Menjadi mediator diperlukan syarat tertentu, 
misalnya latar belakang pendidikan tertentu atau pekerjaan 
tertentu. Namun masih dibutuhkan pengalaman sebagai Hakim 
praktek dalam suatu peradilan perdata untuk waktu tertentu. 
Maksudnya, agar Hakim mediator dapat benar-benar 
menguasai materi perkara yang ditanganinya. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Tumpanuli Marbun, Hakim Pengadilan 
Negeri Bojonegoro tanggal 3 Maret 2009 diperoleh keterangan 
bahwa:  
“Setiap orang, apapun latar belakang pendidikan dan 
pekerjaannya, dapat menjadi mediator. Yang terpenting 
adalah orang yang akan menjadi mediator mempunyai 
keahlian dalam bidang tertentu, disamping mempunyai 
ketrampilan teknis untuk bermediasi. Disamping itu juga 
ada tuntutan mengenai sertifikasi seorang yang 
melakukan tugas sebagai mediator.” 
Sependapat dengan Tumpanuli Marbun tersebut, Burhanuddin, 
Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam wawancara 
tanggal 3 Maret 2009 menyatakan bahwa:  
“Mediator harus bisa menunjukkan perhatian yang penuh 
kepada kedua belah pihak, mampu mendorong kedua 
belah pihak untuk saling mengisi dan menciptakan 
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suasana yang cair, tidak kaku dan pada akhirnya bisa 
merumuskan hasil perundingan untuk mencapai kata 
mufakat.“ 
Pendapat tersebut didukung juga oleh Tri Astuti Handayani, 
Pengacara/Advokat di Bojonegoro dalam wawancara tanggal 3 
Maret 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:  
“Seorang mediator, baik dari Hakim ataupun bukan 
Hakim dituntut untuk mampu berkomunikasi dan 
memahami alur pikiran dari para pihak yang 
bersengketa khususnya mereka yang berpendidikan 
rendah sehingga dari komunikasi itu akan diperoleh 
sesuatu apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan 
oleh para pihak untuk mengakhiri sengketa tersebut ”. 
Demikian juga pendapat Hj. Suwarti, Kepala Desa Sumberrejo, 
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro yang 
disampaikan dalam wawancara tanggal 10 Maret 2009 
menyatakan bahwa:  
“Orang yang ditunjuk sebagai mediator, harusnya tidak 
emosional karena pada dasarnya yang dihadapi adalah 
orang yang bermasalah yang masing-masing tentunya 
akan mempertahankan hak-haknya dengan berbagai 
argumentasi yang tidak menutup kemungkinan akan 
memancing emosi seseorang.” 
Sejalan dengan pemikiran tersebut, mengutip pendapatnya 
Fuller, fungsi mediator diantaranya sebagai katalisator, yaitu 
mediator mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif 
bagi diskusi dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan 
terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak.  
      Agar lembaga mediasi dapat berhasil sesuai dengan 
fungsinya diperlukan ketersediaan mediator yang 
professional dalam jumlah yang cukup. Untuk menjalankan 
mediasi, dibutuhkan seorang mediator baik dari kalangan 
Hakim maupun bukan Hakim yang bersertifikat yang 
professional. Sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh 
mediator adalah mendengar pandangan dari para pihak. 
Pendengar yang efektif tidak hanya sekedar mendengar kata-
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kata yang terungkap, tetapi juga memahami arti dari sebuah 
pesan yang disampaikan oleh para pihak tersebut. Pendengar 
harus secara fisik menunjukkan perhatiannya, dapat 
berkonsentrasi penuh, mampu mendorong para pihak untuk 
berkomunikasi, dapat menunjukkan netral dan tidak 
memihak serta tidak bersifat mengadili orang lain. 
Konsep pendengar aktif ini dibagi menjadi tiga bagian: 
1) Keahlian Menghadiri (Attending Skills) 
Ketrampilan sejenis ini berkaitan erat dengan keberadaan 
seorang mediator dengan klien, baik secara fisik maupun 
psikologis.Hal ini termasuk memperlihatkan perhatian 
secara fisik, melakukan kontak mata dan gerakan tubuh 
yang sesuai. 
2) Keahlian Mengikuti (Following Skills) 
Ketrampilan ini menunjukkan bahwa pendengar/mediator 
memahami si pembicara. Hal ini tercermin dengan 
pemberian isyarat, tidak memotong pembicaraan, 
memberikan dorongan yang minim namun cukup, 
membuat catatan dan mengajukan pertanyaan serta 
memberikan saran. 
3) Keahlian Merefleksi (Reflecting Skills) 
Berkaitan dengan memberikan suatu tanggapan kepada 
pembicara atas pengertian yang diperoleh si pendengar. 
Hal ini termasuk pengidentifikasian dan pembenaran atas 
isi dan perasaan dari suatu pesan, merangkumkan isi dan 
perasaan tersebut dan selanjutnya diikuti dengan 
melakukan klarifikasi dengan mengajukan pertanyaan.  
 Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai 
peluang dalam pengembangan mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa, yaitu: dari sisi pelaku bisnis, budaya 
hukum, dukungan pemerintah, peraturan dan perkembangan 
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global. Dari sisi pelaku bisnis, bahwa dalam penyelesaian 
sengketa yang mereka hadapi lebih mengutamakan jalan 
negoisasi atau musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan adalah hal yang sangat dihindari. Peluang mediasi 
untuk digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
perdata di pengadilan tetap terbuka lebar karena mediasi 
menggunakan prinsip win-win solution melalui musyawarah. 
Penyelesaian sengketa yang demikian sangat sesuai dengan 
prinsip-prinsip dunia bisnis.  
Beberapa asosiasi profesi telah mengembangkan dan 
menjalankan jasa mediasi pada sengketa-sengketa yang 
melibatkan anggota asosiasi profesi yang menyediakan jasa 
mediasi juga penting dalam sosialisasi mediasi  bagi pelaku 
bisnis di luar anggota asosiasi. Pengurus atau anggota asosiasi 
profesi berada pada posisi yang baik untuk menjadi mediator  
atau penengah karena selain mengerti substansi permasalahan 
yang di hadapi oleh pihak yang bersengketa, juga mempunyai 
kepentingan untuk mempertahankan hubungan baik antar 
anggota atau anggota dengan konsumennya. Peluang untuk 
mengembangkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa sangat bergantung pada pelaku bisnis yaitu sejauh 
mana kebutuhan dan keyakinan masyarakat bisnis akan 
efektifitas dan efisiensi mediasi.  
b) Berakhirnya tugas mediator   
 Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah 
gagal, jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa 
hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri 
pertemuan mediasi sesuai jadual mediasi yang telah disepakati 
atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan 
mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut (Pasal 14 
ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008).  Jika mediasi 
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menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan 
bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis 
kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak 
dan mediator. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan 
perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta 
perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan 
perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, 
kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan 
gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. 
 
c ) Terbatasnya jumlah mediator 
Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan klasifikasi kelas 
I B dan sekaligus sebagai koordinator pengadilan negeri  se 
wilayah eks. Karesidenan Bojonegoro saat ini jumlah hakim 6 
orang. Idealnya untuk pengadilan negeri klas I B jumlah hakim 
12 orang dengan susunan 3 majelis hakim. Dari 6 orang hakim 
tersebut, 2 diantaranya sebagai hakim mediator. Kurangnya 
informasi mengenai pendidikan dan pelatihan mediasi dari 
Mahkamah Agung mengakibatkan hakim di daerah khususnya 
di Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak ada yang mempunyai 
sertifikat mediator. Upaya yang dilakukan guna meningkatan 
kemampuan dan ketrampilan para hakim mediator yaitu dengan 
cara berdiskusi dengan sesama hakim dan para advokat. Salah 
satu faktor ketidakberhasilan proses mediasi karena 
keterbatasan jumlah hakim serta tidak adanya hakim mediator 
yang pernah mengikuti pelatihan mediasi dan bersertifikat.  
Dari uraian di atas, di Pengadilan Negeri Bojonegoro 
para hakim khususnya yang ditunjuk sebagai mediator telah 
melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 PERMA Nomor 01 
Tahun 2008, sedangkan faktor ketidakberhasilan dalam 
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pelaksanaannya di samping terbatasnya jumlah hakim mediator 
juga tidak adanya pendidikan dan pelatihan bagi hakim 
mediator. 
 
2) Komponen Substansi Hukum 
a) Proses Mediasi 
Pada prinsipnya semua sengketa perdata yang diajukan 
ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan 
penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, 
kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan 
niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas 
putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 4 PERMA 
Nomor  01 Tahun 2008). Mediasi merupakan suatu rangkaian 
proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang 
masuk ke pengadilan. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA 
Nomor 01 Tahun 2008 menyebutkan: tidak menempuh 
prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 
RBg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. 
Persoalan yang mendasar jika para pihak yang berperkara 
tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan 
mediasi, hal ini akan menyebabkan keadaan atau situasi yang 
tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan 
tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan 
para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan 
perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu 
didorong untuk dapat melihat dan mengetahui sebuah cara-
cara yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan kondisi 
tersebut diharapkan para pihak mampu menemukan dan 
melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan. 
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Proses mediasi dibutuhkan suatu  pendalaman yang 
cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Mediator biasanya juga 
akan mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat 
dan waktu mediasi. Namun apabila mediatornya seorang 
Hakim, tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar 
pengadilan (Pasal 20 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 
2008). Suatu peran penting mediator adalah 
mengidentifikasikan masalah atau hal-hal yang sudah 
disepakati bersama antara para pihak. Hal ini akan membantu 
para pihak melihat aspek positif pada permasalahannya. 
Namun ada kalanya identifikasi masalah yang disepakati 
hanya sampai pada tingkat yang sangat umum, misalnya 
bahwa kedua belah pihak harus menentukan apakah  akan 
meniadakan tahap ini dengan pertimbangan bahwa bisa jadi 
hal ini (pengidentifikasian) akan tampak mendukung salah 
satu pihak ataupun dianggap masih terlalu abstrak atau belum 
transparan.  Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan 
Sukanila, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 
Maret 2009 diperoleh informasi bahwa: 
“Sebaiknya mediator telah menyiapkan resume atas 
sengketa yang akan di mediasi beserta dasar hukumnya 
untuk disampaikan pada saat proses pertama mediasi 
berlangsung dan secara aktif memperhatikan keinginan 
para pihak, selanjutnya mencari titik temu guna 
penyelesaian sengketa “ 
 
Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari sejak mediator 
dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis 
Hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu 
mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak 
berakhirnya masa 40 hari (Pasal 13 ayat (4) PERMA Nomor  
01 Tahun 2008).  
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Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk 
menyelesaikan proses mediasi serta berkewajiban pula untuk 
mendorong para pihak guna menelusuri dan mencari berbagai 
pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan apabila 
perlu dapat melakukan kaukus. Atas persetujuan para pihak 
atau kuasa hukumnya, mediator dapat mengundang seorang 
atau lebih dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan 
atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam 
menyelesaikan sengketanya. 
Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para 
pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara 
tertulis kesepakatan yang dicapai tersebut dan kemudian 
ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam 
kesepakatan ini wajib dimuat klausula pencabutan perkara 
atau pernyataan bahwa perkara telah selesai. Mediator wajib 
memeriksa materi kesepakatan terlebih dahulu sebelum 
menandatangani kesepakatan, hal ini untuk menghindari 
adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Atas 
tercapainya kesepakatan tersebut, hakim dapat 
mengukuhkannya dalam suatu akta perdamaian. Apabila tidak 
tercapai kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara 
tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Setelah menerima 
pemberitahuan dari mediator mengenai kegagalan mediasi 
tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara.   
 
3) Komponen Kultur Hukum  
Budaya suatu masyarakat seringkali mengandung nilai 
atau etika atau norma maupun kaedah yang disebut dengan hukum 
adat. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa secara 
musyawarah dan mufakat memperoleh dukungan akar budaya 
yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas pergaulan sosial. 
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Pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional 
melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga 
keharmonisan kelompok dan kadang kala mengabaikan 
kepentingan dari para pihak yang bersengketa. Pascal Kewa 
Mutombo43, berpendapat bahwa, I see culture rather as the 
foundation and driving force of a society’s fundamental values, in 
which the members of that society can recognize themselves.(saya 
melihat budaya merupakan hal yang baik sebagai suatu pendirian 
dan menggerakkan kekuatan dari nilai-nilai dasar masyarakat, 
yang mana anggota masyarakat dapat mengakui budayanya 
sendiri). Berdasarkan hasil wawancara dengan Riny Sesulih 
Bastam, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 1 
April 2009 diperoleh keterangan bahwa: 
“Hubungan kultur hukum masyarakat dalam hal upaya 
perdamaian melalui lembaga mediasi, nampaklah bahwa 
perdamaian (dading) melalui lembaga mediasi itu diatur 
dalam pasal 130 HIR/154 RBg dan pasal 1851 sampai 
dengan pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian 
itu dapat dilihat secara jelas pada pasal 1851 ayat (1) KUH 
Perdata, yang menyatakan bahwa “Perdamaian adalah suatu 
persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan 
menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang 
mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun 
mencegah timbulnya suatu perkara.“ 
Pada umumnya masyarakat Bojonegoro lebih menyukai 
musyawarah dan menyelesaikan permasalahan dengan bantuan 
Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Edi Prasetyo, 
Kepala Desa Sembung, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro 
tanggal 1 April 2009 diperoleh keterangan bahwa: 
“Sengketa yang ada di pengadilan, khususnya yang 
berhubungan dengan tanah maupun warisan, semuanya 
sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan di desa. 
Pada dasarnya sebagian masyarakat berkeinginan agar 
permasalahan cukup diselesaikan di desa saja dengan 
                                                   
43 Pascal Kewa Mutombo, “An overview of Intercultural Mediation”, http://www.adr 
Canada.ca/resources/documents/JOURNAL_2009_Vol18_No2.pdf 
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maksud agar tidak berkepanjangan dan hubungan 
kekeluargaan tetap terjalin, namun yang bikin repot 
manakala ada pihak ketiga yang masuk, permasalahan 
menjadi berkembang yang mengakibatkan perundingan 
menjadi gagal.“ 
 Persengketaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepala 
Desa, para pihak akan berusaha menyelesaikannya lewat jalur 
pengadilan. Adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 
Tahun 2008 ini sebelum proses persidangan berlangsung, para 
pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dengan bantuan 
seorang mediator. Apabila terjadi kesepakatan, kesepakatan yang 
dicapai para pihak dalam proses mediasi kecuali bermanfaat bagi 
para pihak yang bersengketa sekaligus juga bisa mewujudkan asas 
peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Sony Wibisono, warga yang pernah 
melakukan mediasi, beralamat di Desa/Kecamatan Kedungadem, 
Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 April 2009 diperoleh 
keterangan bahwa: 
“Adanya sengketa, apapun yang dihasilkan akan membuat 
keretakan hubungan kekeluargaan, kecuali apabila 
dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam melakukan 
proses musyawarah, para pihak harus dalam posisi tawar. 
Penyelesaian lewat mediasi akan membantu para pihak 
dalam menghemat biaya dan waktu yang dibutuhkan 
singkat.“ 
Pada pendekatan kultur hukum terdapat dua aspek yang 
dapat diketahui, yakni: 
1) Masyarakat Kabupaten Bojonegoro sebagaimana masyarakat 
Jawa pada umumnya masih didominasi budaya rukun dan 
selaras penuh toleransi, suatu idiom budaya yang 
menghargai rasa kebersamaan (gotong royong) yang 
diekspresikan dengan kesediaannya untuk menyelesaikan 
masalah-masalah dengan pihak lain dengan mengutamakan 
musyawarah. Mediasi dipandang sebagai salah satu 
alternatif penyelesaian hukum di luar peradilan. 
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2) Namun dari sisi lain, masih dirasa kurang sosialisasi tugas 
dan fungsi lembaga mediasi, sehingga masyarakat belum 
tahu banyak peran lembaga mediasi sebagai lembaga 
penyelesaian sengketa di luar peradilan yang memiliki 
kekuatan hukum.  
Di kalangan masyarakat pada umumnya dan 
khususnya masyarakat/para pihak yang sedang bersengketa 
lembaga mediasi masih dianggap asing, dengan kecenderungan 
bahwa proses mediasi hanya membuang-buang waktu dan 
menambah rumit suatu sengketa. Berdasarkan hasil wawancara, 
Ruslan Mulyadi, warga yang  pernah menggunakan jasa 
lembaga mediasi, beralamat di Dusun Kenting, Desa Pohwates, 
Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro tanggal 17 
Maret 2009 menyatakan bahwa:  
“…..dari pada membuang waktu dan menambah biaya 
perjalanan, lebih baik diteruskan saja di persidangan 
karena saya menginginkan adanya putusan dari 
pengadilan.“  
  Adanya anggapan dari masyarakat yang menyatakan 
bahwa melalui proses mediasi hanya akan menambah biaya dan 
membuang-buang waktu, hal ini dikarenakan mereka berprinsip 
bahwa untuk menyelesaikan sengketa harus melalui 
persidangan dan ada putusan dari pengadilan. 
Pengefektifan dan peningkatan manfaat Pasal 130 
HIR/Pasal 154 RBg, menjadi salah satu kebijakan pembaharuan 
peradilan. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan 
dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 
tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang 
menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 
2003.  Keberhasilan pelembagaan mediasi di satu daerah tidak 
bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan di daerah lain. Secara 
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umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan 
lembaga mediasi dari segi budaya hukum adalah: 
- Faktor Ekonomis, dimana alternatif penyelesaian sengketa 
memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan 
sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang 
biaya maupun waktu. 
- Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian 
sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda 
permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. 
- Faktor pembinaan hubungan baik, dimana alternatif 
penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara 
penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka 
yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia 
(relationship) yang telah berlangsung maupun yang akan 
datang. 
Dari sisi budaya hukum, penggunaan mediasi sebagai 
media penyelesaian sengketa telah dikenal sejak lama. Mediasi 
telah lama dikenal dalam hukum adat kita. Pola – pola 
penyelesaian sengketa melalui Hakim perdamaian pada 
prinsipnya adalah sama dengan pola penyelesaian sengketa 
melalui mediasi. Demikian pula budaya hukum pada pemeluk 
agama Islam yang memiliki budaya islah dan hakam dalam 
penyelesaian sengketa. Sebagaimana telah di uraikan di atas, 
untuk berhasilnya pengembangan dan berlakunya suatu pranata 
hukum (termasuk lembaga mediasi) salah satunya ditentukan 
oleh budaya hukum. Dari segi budaya hukum, peluang 
pengembangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
perdata (bisnis), cukup besar. Mediasi sebagai media 
penyelesaian sengketa sangat sesuai dengan budaya hukum 
Indonesia, yaitu musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. 
Dari sisi dukungan pemerintah, panyelesaian sengketa perdata 
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(bisnis) melalui ADR (medasi) memperoleh dukungan kuat. Hal 
ini terlihat dari pernyataan bahwa ADR diperlukan untuk 
mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Jelaslah bahwa 
pemerintah sangat mendukung pengembangan ADR (termasuk 
mediasi) sebagai media penyelesaian sengketa. 
Prospek pengembangan pelembagaan mediasi di 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dapat 
diidentifikasikan adanya faktor-faktor pendukung sebagai 
berikut: 
- Budaya musyawarah masih kuat 
Konsep musyawarah dan mufakat yang masih hidup dan 
digunakan oleh masyarakat Bojonegoro dalam penyelesaian 
perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara 
rukun dan damai. Mediasi sangat sesuai dengan dasar 
pergaulan sosial masyarakat Indonesia khususnya 
masyarakat Bojonegoro yang mengutamakan kekerabatan, 
paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong. Dasar-dasar 
tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah 
memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan 
kepentingan bersama. Mediasi merupakan instrument yang 
baik menyelesaikan sengketa untuk menjaga dasar-dasar 
kekerabatan, paguyuban, atau kekeluargaan. 
- Kesadaran masyarakat untuk mencari penyelesaian yang 
efisien, cepat dan efektif.  
Sebagaimana diketahui, penyelesaian suatu sengketa dapat 
dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. 
Apabila melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa bisa 
berlarut-larut karena adanya upaya hukum banding, kasasi 
bahkan sampai pada peninjuaan kembali, sehingga sulit 
untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat 
dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 
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tentang Kekuasaan Kehakiman). Apabila penyelesaian 
sengketa melalui jalur non-litigasi, yaitu melalui lembaga 
mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar 
pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan dan 
mengakhiri sengketa atas dasar kesepakatan yang dibuat 
dihadapan mediator. Dari hasil kesepakatan tersebut, 
mediator berhak memeriksa materi kesepakatan 
perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang 
bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat 
dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.  
Adanya kesan masyarakat bahwa ongkos perkara mahal, 
ditambah berbagai pertimbangan praktis lain (waktu, 
reputasi, kekhawatiran kalah) bisa mendorong 
berkembangnya penyelesaian sengketa melalui mediasi. 
Tetapi, selain pertimbangan-pertimbangan praktis tersebut, 
dalam masyarakat tertentu, mediasi dapat juga berkembang 
atas dasar tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Di 
Indonesia, mediasi memiliki landasan spiritual yang kuat 
untuk berkembang. Ikatan-ikatan kemasyarakatan, 
semestinya menjadi dasar menyelesaikan sengketa secara 
kekeluargaan dari pada berperkara di pengadilan.      
       Dikaitkan dengan konsep hukum kelima yaitu Hukum 
adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi mereka maka diketahui bahwa 
ditinjau dari aspek budaya hukum, mediasi yang didasari 
musyawarah untuk mufakat merupakan makna simbolik yang 
melekat dalam masyarakat Indonesia termasuk penduduk di 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dan tampak 
dalam interaksi mereka namun kurangnya sosialisasi 
menyebabkan ketidakberhasilan kebijakan pelembagaan mediasi 
dalam proses peradilan. 
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Dari uraian tersebut di atas, kendala yang dihadapi 
Hakim mediator di Pengadilan Negeri Bojonegoro di samping 
kurangnya sosialisasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam 
proses peradilan di masyarakat, juga sulitnya menghadirkan para 
pihak prinsipal dalam proses mediasi khususnya para pihak yang 
telah memberikan kuasa kepada advokat / pengacara. Kehadiran 
para pihak prinsipal sangat membantu jalannya proses mediasi 
serta  dapat secara cepat menentukan sikap apakah sepakat 
untuk mengakhiri sengketa atau tidak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Implementasi Peraturan Makamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa 
melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro, yaitu 
penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bojonegoro dari tahun 
2006 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 75 perkara yang kesemuanya 
telah dilakukan melalui proses mediasi, namun hanya 3 perkara yang 
berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, yaitu perkara nomor: 7/ 
Pdt.G/ 2007/ PN.BJN, nomor: 15/ Pdt.G/ 2008/ PN.BJN dan nomor: 28/ 
Pdt.G/ 2008/ PN.BJN. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa 
melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berhasil 
dikarenakan sebagian besar para pihak menghendaki dan beranggapan 
bahwa pengadilan adalah the first and the last resort, sebagai jalan pertama 
dan terakhir bagi penyelesaian sengketa untuk mencari kebenaran dan 
keadilan.      
2. Faktor Penyebab Ketidak-berhasilan Pelembagaan Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, yaitu:  
          a. Dari Komponen Struktur Hukum. 
1. Terbatasnya jumlah hakim mediator. 
2. Tidak ada hakim mediator yang pernah mengikuti pendidikan dan  
pelatihan dan bersertifikat. 
b. Dari Komponen Kultur Hukum. 
1. Adanya anggapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa melalui 
proses mediasi hanya akan menambah biaya dan membuang-buang 
waktu, hal ini dikarenakan mereka berprinsip bahwa untuk 
menyelesaikan sengketa harus melalui persidangan dan ada 
putusan dari pengadilan.  
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 2. Sulitnya menghadirkan para pihak prinsipal dalam proses mediasi 
khususnya para pihak yang telah memberikan kuasa kepada 
advokat / pengacara. Kehadiran para pihak prinsipal sangat 
membantu jalannya proses mediasi serta  dapat secara cepat 
menentukan sikap apakah sepakat untuk mengakhiri sengketa atau 
tidak. 
3. Persengketaan yang diajukan ke pengadilan rata-rata sudah pernah 
dimusyawarahkan dengan bantuan Kepala Desa, oleh karena di 
desa tidak dapat diselesaikan maka para pihak berusaha 
menyelesaikannya lewat jalur pengadilan. 
4. Kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi lembaga mediasi, 
sehingga masyarakat belum tahu banyak peran lembaga mediasi 
sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang 
memiliki kekuatan hukum.  
 
B. Implikasi. 
1. Penanganan proses perkara perdata tetap berjalan sesuai dengan hukum 
acara. Penyelesaian perkara perdata memerlukan proses yang panjang, 
karena para pihak bisa mengajukan upaya Banding, Kasasi bahkan sampai 
Peninjauan Kembali. Pemberdayaan Pasal 130 HIR/154 RBg setiap saat 
selalu diupayakan sampai sebelum adanya putusan. Implementasi 
Peraturan Makamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 belum sepenuhnya 
bisa mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman .   
2. Bahwa para pihak yang bersengketa pada prinsipnya dalam mengakhiri 
sengketanya menghendaki adanya putusan pengadilan sekalipun 
memerlukan biaya dan waktu yang lama. 
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C. Saran 
a. Masyarakat khususnya para pencari keadilan atau para pihak yang 
bersengketa harus didorong ikut serta mewujudkan penyelesaian secara 
damai sebagai jalan pertama dan terakhir dengan cara sosialisasi pada 
masyarakat serta meningkatkan kemampuan melalui sosialisasi dan 
pelatihan bagi hakim maupun lembaga penyedia layanan mediasi. 
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